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ABSTRAK

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak umur dibawah lima tahun (balita) akibat
kekurangan gizi kronis sehingga tumbuh lebih pendek untuk anak seusianya. Saat ini, Indonesia
merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-
negara berpendapatan menengah lainnya. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah bagaimana
menurunkan angka prevalensi stunting sesuai dengan target nasional 14 persen pada tahun 2024. Sumatera
Barat termasuk salah satu provinsi yang mengalami masalah stunting yang cukup serius, dengan
angka prevalensi stunting 23,3 persen pada tahun 2021. Pemerintah daerah telah melaksanakan
strategi nasional penanggulangan stunting melalui delapan aksi kovergensi penurunan stunting.
Salah satu kabupaten yang dianggap berhasil dalam melaksanakan aksi konvergensi adalah
Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kabupaten
Pasaman Barat melakukan aksi konvergensi pencegahan stunting, dan mengetahui faktor penentu
keberhasilan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan senergi antar lembaga dalam aksi
konvergensi pencegahan stunting. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data baik primer
melalui wawancara maupun sekunder dari dokumen resmi dan melakukan analisis data deskriptif
dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan pedoman nasional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan aksi konvergensi sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan dan faktor penentu keberhasilan dalam senergi antar
lembaga adalah: adanya komitmen Bupati, komitmen lembaga terkait, komunikasi yang intensif,
ketersediaan regulasi, dan keterpaduan data.

Kata kunci: aksi konvergensi, sinergi antar lembaga, stunting
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak umur dibawah lima tahun (balita)
akibat kekurangan gizi kronis sehingga tumbuh lebih pendek untuk usianya (Izwardi, 2020).
Stunting atau kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan
(TNP2K, 2018). Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan
anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau
tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (Perpres 72, 2021)

Masalah stunting mengakibatkan dampak yang cukup serius antara lain, dalam jangka
pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi/balita, jangka menengah terkait
dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait
dengan kualitas sumberdaya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa

(Aryastami dan Tarigan, 2017).

Stunting akan menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan dan fungsi
saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan
menyerap pelajaran di sekolah dan akan berpengaruh pada produktifitasnya pada saat dewasa.
Stunting juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi,
jantung koroner dan stroke (Bappenas, 2018). Anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang
tidak maksimal akibat stunting pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan di suatu negara (TNP2K, 2017)

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang
cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.
Prevalensi stunting di Indonesia menempati peringkat kelima terbesar di dunia. Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus

tertinggi di Asia. Kondisi di Indonesia berdasarkan data Studi Status Gizi Balita di Indonesia



(SSGBI) tahun 2019 masih tergolong tinggi dimana prevalensi stunting sebesar 27,67 persen.
lebih tinggi dari prevalensi di Asia Tenggara sebesar 24,7 persen (Khaerani, 2020). Walaupun
menurut Survei Status Gizi Indonesia sudah menurun menjadi 24,4 persen (SSGI, 2021),

namun masih lebih tinggi dari target WHO, yaitu tidak lebih dari 20 persen.

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang mengalami masalah stunting yang
cukup serius. Prevalensi stunting di Sumatera Barat saat ini berada pada angka 23,3 persen
(SSGI, 2021). Meski masih dibawah prevalensi stunting nasional, Provinsi Sumatera Barat
menduduki peringkat ketiga di Sumatera, setelah Aceh (33,2 persen) dan Sumatera Utara
(25,8 persen), serta melebihi Provinsi Riau (22,3 persen) dan Jambi (22,4 persen). Daerah
stunting tertinggi di Sumatera Barat saat ini adalah Kab. Solok (40,1 persen), Kab. Pasaman
(30,2 persen), Kab. Sijunjung (30,1 persen), Kab Padang Pariaman (28,3 persen), Kab. 50
Kota (28,2 persen), Kab Kep. Mentawai (27,3 persen), Kab Pesisir Selatan (25,2 persen), Kab
Solok Selatan (24,5 persen), dan Kab. Pasaman Barat (24,0 persen).

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK di samping
berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga
menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan
produktivitas anak di masa depan. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan
produk domestik bruto (PDB) sekitar 3 persen per tahun. Tantangan yang dihadapi ke depan
adalah bagaimana menurunkan angka prevalensi stunting yang sudah ditargetkan mencapai 14
persen pada tahun 2024 sesuai RPJMN 2020-2024. Hal ini berarti pemerintah harus
menurunkan angka stunting sebesar 10.4 persen dalam 3 tahun dari 24,4 persen tahun 2021

menjadi 14.0 persen tahun 2024.
1.2. Rumusan Masalah

Pencegahan masalah stunting memerlukan pendekatan menyeluruh melalui intervensi,
yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif
untuk mengatasi penyebab tidak langsung (Bappenas, 2018). Untuk mewujudkan upaya
tersebut diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan

untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk



melaksanakannya. Penanganan stunting memerlukan koordinasi antar sektor dan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia

usaha, masyarakat umum, dan pihak lainnya lainnya (Sekwapres, 2017)

Pemerintah telah berkomitmen untuk memerangi masalah stunting dengan
menetapkan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Beberapa bentuk
kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan antara lain adalah: memasukkan penurunan
stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, menjadikan penurunan stunting
sebagai prioritas utama, dan menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting
2018-2024 sebagai kerangka kerja pemerintah dalam memerangi masalah stunting (TNP2K,
2019).

Strategi nasional percepatan pencegahan stunting diwujudkan dalam 5 pilar, yaitu; 1)
meningkatkan komitmen dan kepemimpinan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat,
daerah dan desa; 2) meningkatkan upaya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku
masyarakat; 3) menguatkan konvergensi perencanaan dan penganggaran; 4) meningkatkan

ketahanan pangan dan gizi, dan 5) penguatan sistem data, pemantauan dan evaluasi.

Percepatan penanggulangan masalah stunting merupakan upaya yang memerlukan
sumberdaya biaya dan tenaga yang cukup besar. Dengan demikian penanganan masalah
stunting tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu sektor secara sendiri, namun harus
berkolaborasi dan bersinergi secara konvergen melibatkan semua pemangku kepentingan
terkait. Sesuai dengan peranan daerah dalam penanggulangan masalah stunting, daerah
memerlukan model sistem koordinasi yang efektif dalam pengalokasian sumberdaya bersama
guna mencapai sasaran yang ditargetkan. Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah
intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, bersama-sama mensasar kelompok
sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting (TNP2K, 2018). Pelaksanaa
intervensi dilakukan dengan mensinergikan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan

untuk mencapai target-target pencegahan stunting.

Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting yang dimulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi meliputi 8 aksi, yaitu: 1) Analisis



Situasi, 2) Rencana Kegiatan, 3) Rembuk Stunting, 4) Peraturan Bupati, 5) Pembinaan Kader,
6) Manajemen Data, 7) Pengukuran dan Publikasi, dan 8) Review Kinerja. Aksi konvergensi
dilakukan melalui intervensi gizi terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
Intervensi gizi spesifik meliputi 14 kegiatan dilaksanakan oleh sektor kesehatan. Sedangkan
intervensi gizi sensitif 9 kegiatan dilaksanakan secara bersinergi oleh sektor pendidikan,

PUPR, Perindustrian, Pertanian, Sosial, Balai POM, BKKBN, dan Kemenag.

Pelaksananan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting di Provinsi
Sumatera Barat sudah dimulai sejak tahun 2018 pada dua lokus nasional yaitu Kab. Pasaman
dan Kab. Pasaman Barat. Selanjutnya pada tahun 2019 bertambah 1 lokus baru, yakni Kab.
Solok, dan tahun 2020 bertambah 1 lokus lagi yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya
tahun 2021 bertambah 5 lokus baru lagi, yaitu Kab Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab.
Padang Pariaman, Kab. Agam, dan Kota Padang, dan tahun 2022 sudah mencakup seluruh

kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 1.1: Prevalensi Stunting di 4 Kabupaten Lokus Stunting
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan 2021

No Kabupaten 2019 2021 Perubahan
1 Kab Pasaman 35,67 30,2 -5,47
2 Kab Pasaman Barat 31,66 24,0 -7,66
3 Kab Solok 35,45 40,1 4,65
4 Kab 50 Kota 29,94 28,2 -1,74
Sumbar 27,47 23,3 -4,17

Sumber: SSGB1 2019, SSGI 2021

Suhubungan dengan keberhasilan Kabupaten Pasaman Barat dalam penanggulangan
stunting, maka kabupaten Pasaman Barat dijadikan lokus penelitian untuk mendapatkan
informasi terkait proses penanggulangan stunting di daerah tersebut. Kabupaten Pasaman
Barat dinilai lebih berhasil dibandingkan dengan kabupaten lain dengan penurunan prevalensi
stunting sebesar 7,66% dalam 2 tahun (Tabel 1.1.). Suhubungan dengan itu pertanyaan-

pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana Kabupaten Pasaman Barat melakukan aksi konvergensi dengan sinergi

antar lembaga dalam percepatan penurunan stunting.

2. Apa faktor penentu keberhasilan Kabupaten Pasaman Barat melakukan senergi antar

lebaga aksi konvergensi percepatan pencegahan pencegahan stunting.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian dirumuskan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan aksi konvergensi dengan

sinergi antar lembaga dalam percepatan penurunan stunting

2. Mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan

aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Pasaman Barat



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Stunting

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak umur dibawah lima tahun
(balita) akibat kekurangan gizi kronis sehingga tumbuh lebih pendek untuk usianya (Izwardi,
2020). Stunting atau kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan
(HPK) (TNP2K, 2018). Dalam Perpres 72 tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan
Stunting, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak
akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi
badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Masalah balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak
faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi calon ibu/remaja, gizi ibu saat hamil, kesakitan
pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita yang stunting di masa yang akan
datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang
optimal sehingga dapat mempengaruhi sumber daya manusia di masa depan.Masalah
stunting mengakibatkan dampak yang cukup serius antara lain, dalam jangka pendek terkait
dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi/balita, jangka menengah terkait dengan
intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan
kualitas sumberdaya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa (Aryastami
dan Tarigan, 2017).

Stunting akan menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan dan fungsi
saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan
menyerap pelajaran di sekolah dan akan berpengaruh pada produktifitasnya pada saat dewasa.
Stunting juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi,
jantung koroner dan stroke (Bappenas, 2018). Anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang
tidak maksimal akibat stunting pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan di suatu negara (TNP2K, 2017)



Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang
cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya.
Prevalensi stunting di Indonesia menempati peringkat kelima terbesar di dunia. Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus
tertinggi di Asia. Kondisi di Indonesia berdasarkan data Studi Status Gizi Balita di Indonesia
(SSGBI) tahun 2019 masih tergolong tinggi dimana prevalensi stunting sebesar 27,67%. lebih
tinggi dari prevalensi di Asia Tenggara sebesar 24,7% (Khaerani, 2020). Walaupun menurut
Survei Status Gizi Indonesia sudah menurun menjadi 24,4% (SSGI, 2021), namun masih

lebih tinggi dari target WHO, yaitu tidak lebih dari 20%.

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang mengalami masalah stunting cukup
serius. Prevalensi stunting di Sumatera Barat saat ini berada pada angka 23,3% (SSGI, 2021).
Meski masih dibawah prevalensi stunting nasional, Provinsi Sumatera Barat menduduki
peringkat ketiga di Sumatera, setelah Aceh (33,2%) dan Sumatera Utara (25,8%), serta
melebihi Provinsi Riau (22,3%) dan Jambi (22,4%). Daerah stunting tertinggi di Sumatera
Barat saat ini adalah Kab. Solok (40,1%), Kab. Pasaman (30,2), Kab. Sijunjung (30,1%), Kab
Padang Pariaman (28,3%), Kab. 50 Kota (28,2%), Kab Kep. Mentawai (27,3%), Kab Pesisir
Selatan (25,2%), Kab Solok Selatan (24,5%), dan Kab. Pasaman Barat (24,0%).

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah bagaimana menurunkan angka prevalensi
stunting yang sudah ditargetkan mencapai 14.% pada tahun 2024 sesuai RPJMN 2020-2024.
Hal ini berarti pemerintah harus menurunkan angka stunting sebesar 10.4% dalam 3 tahun

dari 24,4% tahun 2021 menjadi 14.0% tahun 2024.
2.2. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting

Pencegahan masalah stunting memerlukan pendekatan menyeluruh melalui intervensi,
yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif
untuk mengatasi penyebab tidak langsung (Bappenas, 2018). Untuk mewujudkan upaya
tersebut diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan
untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk

melaksanakannya. Penanganan stunting memerlukan koordinasi antar sektor dan melibatkan



berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia

usaha, masyarakat umum, dan pihak lainnya lainnya (Sekwapres, 2017).

Beberapa bentuk kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan antara lain adalah:
memasukkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional,
menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas utama, dan menetapkan Strategi Nasional
Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 sebagai kerangka kerja pemerintah dalam
memerangi masalah stunting (TNP2K, 2019).

Strategi nasional percepatan pencegahan stunting diwujudkan dalam 5 pilar, yaitu; 1)
meningkatkan komitmen dan kepemimpinan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat,
daerah dan desa; 2) meningkatkan upaya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku
masyarakat; 3) menguatkan konvergensi perencanaan dan penganggaran; 4) meningkatkan

ketahanan pangan dan gizi, dan 5) penguatan sistem data, pemantauan dan evaluasi.

Percepatan penanggulangan masalah stunting merupakan upaya yang memerlukan
sumberdaya biaya dan tenaga yang cukup besar. Dengan demikian penanganan masalah
stunting tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu sektor secara sendiri, namun harus
berkolaborasi dan bersinergi secara konvergen melibatkan semua pemangku kepentingan
terkait. Sesuai dengan peranan daerah dalam penanggulangan masalah stunting, daerah
memerlukan model sistem koordinasi yang efektif dalam pengalokasian sumberdaya bersama

guna mencapai sasaran yang ditargetkan.

Strategi Nasional (Stranas) Stunting adalah dokumen pemerintah yang memberikan
rancangan strategis intervensi percepatan pencegahan Stunting yang terukur dalam kerangka
kebijakan dan institusi yang ada. Dengan adanya Stranas, diharapkan semua pihak di berbagai
tingkatan paham akan perannya masing-masing serta bekerjasama untuk mempercepat
pencegahan Stunting. Selain itu, para pihak juga dapat memastikan adanya keberpihakan pada
kesetaraan gender. Stranas merujuk pada Keputusan Wakil Presiden pada Rapat Tingkat
Menteri tentang stunting pada 9 Agustus 2017. Secara juridis, stranas percepatan penurunan
stunting dinyatakan dalam Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan

Stunting.



Strategi Nasional Stunting memaparkan lima pilar pencegahan stunting yang merujuk
pada Keputusan Wakil Presiden pada tanggal 9 Agustus 2017. Lima Pilar tersebut adalah: 1)
Komitmen dan visi pemimpinan tertinggi negara; 2) Kampanye nasional berfokus pada
pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas; 3) Konvergensi,
koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat; 4) Mendorong
kebijakan ketahanan pangan dan 5) Pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, juga ditetapkan
Kementerian/Lembaga penanggung jawab upaya percepatan pencegahan stunting, wilayah
prioritas dan strategi percepatan pencegahan stunting, sertamenyiapkan strategi kampanye

nasional stunting.
2.3. Lima Pilar Strategi Nasional Pencegahan Stunting

Dalam strategi nasional pencegahan stunting dititikberatkan pada penanganan
penyebab masalah gizi yang langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung mencakup
masalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi. Sementara penyebab tidak langsung
mencakup ketahanan pangan (akses pangan bergizi), lingkungan social (pemberian makanan
bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses
pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (akses air bersih, air minum,
dan sarana sanitasi). Keempat faktor tidak langsung tersebut mempengaruhi asupan gizi dan
status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor penyebab tidak langsung

diharapkan dapat mencegah masalah gizi.

Penyebab langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi
pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan,
jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.
Untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup: (a)
Komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan; (b) Peran aktif pemerintah dan non-
pemerintah; dan (c) Kapasitas untuk melaksanakan. Pencegahan stunting memerlukan
pendekatan yang menyeluruh dan konvergen, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat

pendukung.



Dalam upaya penurunan stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional
Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) yang bertujuan untuk mempercepat penurunan
stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Terdapat 5 (lima) pilar dalam
strategi nasional tersebut, yaitu: 1) komitmen dan visi kepemimpinan; 2) Kampanye nasional
dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program
pusat, daerah, dan desa; 4) Gizi dan ketahanan pangan; dan 5) Pemantauan dan evaluasi.
Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai
institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah seperti swasta, masyarakat,

dan komunitas (Gambar 2.1).

Gambar 2.1. Lima Pilar Stategi Nasioanl Pencegahan Stunting

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 m

Kampanye
Nasional Konvergensi,
Pifqr’r.'ntr.nen. dan Berfokus pada Koordlnagl. dt‘:ln Mendorong
isi Pimpinan pemahaman, Konsolidasi Kebiiakan
Tertinggi Negara perubahan Program Nasional, ‘Nutrjitional
perilaku, Daerah, dan Food Security”
komitmen politik ~ Masyarakat y
dan akuntabilitas

2.1.1. Pilar 1: Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah

Pilar ini menjaga dan menindaklanjuti komitmen dan visi Presiden dan Wakil Presiden
terhadap percepatan pencegahan stunting dengan mengarahkan, mengkoordinasikan, dan
memperkuat strategi, kebijakan, dan target pencegahan stunting. Penyelenggaraannya
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok-kelompok
masyarakat, hingga rumah tangga. Penetapan strategi dan kebijakan percepatan pencegahan
stunting diselaraskan dengan sasaran World Health Assembly (WHA) 2025, dan agenda kedua

dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
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Pilar 1 bertujuan memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah
tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa. Strategi pencapaian tujuan pilar ini adalah melalui:
a) Visi dan komitmen kepemimpinan nasional, dengan memastikan bahwa visi, arahan, dan
dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk pencegahan stunting tersosialiasi dengan baik
dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan distribusi sumber daya yang tepat sasaran dan
memadai di semua tingkatan pemerintah dan non-pemerintah, b) Kepemimpinan Pemerintah
Daerah untuk pencegahan stunting, dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang
mendukung bagi penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting yang konvergen dan
berbasis pencapaian hasil, dan c) Kepemimpinan pemerintah desa untuk pencegahan stunting,
dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan
percepatan pencegahan stunting secara konvergen di tingkat desa, dan d) Keterlibatan dunia
usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, danorganisasi/kelompok masyarakat
lainnya, dengan memobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam

percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat.

2.1.2. Pilar 2: Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku

Pilar ini meliputi: (a) Kampanye nasional dan sosialisasi menggunakan berbagai
bentuk media dan berbagai kegiatan masyarakat; (b) Komunikasi antar pribadi untuk
mendorong perubahan perilaku di tingkat rumah tangga; (c) Advokasi secara berkelanjutan
kepada para pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintah; dan (d) Pengembangan
kapasitas pengelola program. Pilar 2 (dua) dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan yang
bertanggungjawab terhadap pesan kunci dan isi pesan serta Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang bertanggung jawab atas kegiatan kampanye nasional termasuk saluran dan

metode kampanye.

Pilar 2 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong
perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Strategi pencapaian tujuan pilar ini adalah
melalui pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku yang dituangkan dalam Strategi
Komunikasi, baik di pusat maupun daerah, yang meliputi: a) Memastikan kampanye

perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan melalui
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pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi baik media konvensional maupun media
dalam jaringan (daring) serta media sosial, dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif,
efisien, tepat sasaran, konsisten, dan berkelanjutan, b) Memperkuat komunikasi antar pribadi
sesuai konteks sasaran melalui pengembangan pesan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok
sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK, wanita usia subur, dan remaja putri untuk disampaikan
melalui berbagai saluran komunikasi, seperti Posyandu, kelas pengasuhan, kelas ibu hamil,
pusat pembelajaran keluarga, kunjungan rumah, konseling pra-pernikahan, konseling
reproduksi remaja, ¢) Memastikan advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan
melalui penjangkauan yang terencana dan sistematis kepada para pengambil keputusan untuk
mendukung perubahan perilaku dalam wupaya percepatan pencegahan stunting, d)
Mengembangkan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan
meningkatkan kapasitas bagi penyelenggara kegiatan komunikasi perubahan perilaku yang

efektif dan efisien.
2.1.3. Pilar 3: Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa

Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara
terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran
prioritas. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas
sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat. Pilar 3 dikoordinasikan oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, dengan

melibatkan kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Pilar 3 bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi
program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.Strategi pencapaian tujuan pilar ini adalah: a)
Memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk
meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas melalui pengembangan kapasitas
pemerintah kabupaten/kota, b) Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan program untuk
memastikan sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan

paket intervensi yang disediakan, ¢) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan
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pemerintah, sampai dengan desa untuk memastikan keselarasan penyediaan dan
penyelenggaraan pelaksanaan program, d) Membagi kewenangan dan tanggung jawab
pemerintah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan konvergensi.

Tingkat Pusat: a) Mengkoordinasikan pelibatan institusi pemerintah dan
institusi/lembaga non-pemerintah untuk mendukung konvergensi percepatan pencegahan
stunting, b) Memastikan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung kegiatan prioritas
pencegahan stunting di Kementerian/Lembaga dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran, ¢) Melakukan penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, dengan
memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berkapasitas, sumber dana yang
memadai, dan petunjuk teknis pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitive, d) Saling
berkoordinasi untuk memprioritaskan pengembangan kapasitas penyelenggaraan konvergensi

di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta memastikan dukungan teknisnya.

Tingkat Provinsi: a) Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi
prioritas di wilayah kabupaten/kota, b) Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi
peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi/Integrasi
yang efektif dan efisien, ¢) Mengoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk
mendukung Aksi Konvergensi/Integrasi percepatan pencegahan stunting, d) Membantu tugas
Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pencegahan stunting, termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan

kepada kabupaten/kota sesuai kapasitas provinsi yang bersangkutan.

Tingkat Kabupaten/Kota: a) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/
kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi
dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi, b) Memperbaiki pengelolaan layanan
untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan
memanfaatkan paket intervensi yang disediakan, c) Mengkoordinasikan dan melakukan
pembinaan kepada kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi

prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.
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Tingkat Desa: a) Melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran
program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting, b)
Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi
gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan
Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan
bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB), ¢) Memperkuat pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan

sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.
2.1.4. Pilar 4: Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar ini meliputi penguatan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan
masyarakat, mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, pemberian bantuan
pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan keamanan
pangan sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan dan Undang-
Undang No. 18/2012 tentang Pangan. Pilar 4 (empat) dikoordinasikan oleh Kementerian
Pertanian dan Kementerian Kesehatan, dengan melibatkan kementerian teknis terkait serta
Pemerintah Daerah dan Desa. Kementerian Sosial melalui pemberian bantuan tunai, seperti
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan, termasuk Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) dan Kementerian Kesehatan menjamin tersedianya makanan tambahan

khusus untuk ibu hamil dan anak yang menderita kekurangan gizi.

Pilar 4 bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong
ketahanan pangan. Strategi pencapaian tujuan pilar ini adalah: a) Pemenuhan kebutuhan
pangan dan gizi keluarga dengan mempercepat diversifikasi pangan berbasis sumber daya
pangan lokal dan pengembangan kawasan rumah pangan yang berkelanjutan sehingga
menjangkau seluruh kabupaten/kota prioritas pencegahan stunting, contohnya Program
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Gemar Makan Ikan, b) Perluasan program
bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu agar dapat
memenuhi kebutuhan gizi sasaran prioritas di tiap-tiap keluarga, ¢) Penguatan fortifikasi

pangan dengan memastikan agar program fortifikasi pangan utama yang sudah berjalan,
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seperti fortifikasi garam, tepung terigu, dan minyak goreng, ditingkatkan cakupan dan
kualitasnya sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat, d) Penguatan regulasi mengenai
label dan iklan pangan dengan memperkuat koordinasi kelembagaan, penegakan hukum,

mekanisme pelabelan dan penyampaian iklan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan.
2.1.5. Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dapat membantu pemerintah untuk
membangun basis pengetahuan yang kuat dan mendorong perubahan cara menyelenggarakan
program, peningkatan kinerja, akuntabilitas, transparansi, pengetahuan dan mempercepat
proses pembelajaran. Untuk memastikan keberlanjutannya, sistem pemantauan dan evaluasi
berbasis hasil ini perlu mendapat perhatian, dukungan sumber daya, dan komitmen politik
secara terus menerus. Pemantauan dan evaluasi akan menitikberatkan pada: a) dampak dan
capaian program; b) output kunci; dan c) faktor-faktor yang mendukung percepatan

pencegahan stunting.

Pemantauan akan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah
ada, termasuk data BPS, data Kementerian/Lembaga, sistem anggaran nasional dan daerah,
system perencanaan dan pemantauan elektronik pemerintah, seperti KRISNA, E-Monev, OM-
SPAN, dan SMART. Sistem yang telah dikembangkan tersebut dapat disempurnakan untuk
menjawab kebutuhan penilaian pencapaian dan dampak program di tingkat nasional dan
kabupaten/kota. Kegiatan pemantauan langsung akan dilakukan untuk melakukan verifikasi
data ke daerah dan mengumpulkan informasi yang tidak tercakup dalam sistem pendataan
yang ada. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting akan

dikoordinasikan oleh Bappenas dan Setwapres.

Pilar 5 bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk
memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan
pembelajaran. Stategi pencapaian tujuan pilar ini adalah: a) Peningkatan sistem pendataan
yang dapat memantau secara akurat dan berkala data prevalensi stunting di tingkat nasional
dan kabupaten/kota. Sistem pendataan yang lebih baik juga memudahkan pemerintah

menelusuri program-program prioritas dan penganggaran mulai dari tingkat kementerian/
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lembaga hingga desa serta capaian output dari setiap program. Peningkatan sistem pendataan
meliputi tiga aspek, yaitu masukan (input), pengolahan, dan keluaran (output). Ketiga aspek
tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, b) Penggunaan data dalam
perencanaan dan penganggaran berbasis hasil. Data yang tersedia harus mudah diakses dan
dipahami, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran berbasis hasil pada tahun anggaran berikutnya, c) Percepatan
siklus pembelajaran dan berbagi inovasi dan praktik-praktik baik, secara local maupun global.
Informasi terkait inovasi dan praktik-praktik baik perlu diketahui dan bisa dipelajari oleh
pihak-pihak yang berperan dalam percepatan pencegahan stunting. Strategi ini diharapkan
berpengaruh pada pelaksanaan program yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, transparan,

dan berkelanjutan.
2.4. Intervensi Dalam Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang konvergen, mencakup
intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik dilakukan untuk
menanggulangi faktor penyebab langsung, sedangkan intervensi gizi sensitif untuk penyebab
tidak langsung. Penyelenggaraan intervensi yang konvergen menyasar kelompok prioritas di
lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan
pencegahan stunting. Untuk memastikan konvergensi intervensi tersebut, diperlukan
komitmen dari pimpinan nasional tertinggi. Penanggulangan stunting dilakukan melalui
intervensi gizi yang terpadu. Penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar
kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh

kembang anak, dan pencegahan stunting.

Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab stunting yang meliputi (1) kecukupan
asupan makanan dan gizi, (ii) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan (iii)
pengobatan infeksi/penyakit. Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifikl, yaitu:
intervensi prioritas, intervensi pendukung, dan intervensi prioritas seuai kondisi (TNP2K,
2018). Intervensi prioritas adalah intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak

pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Intervensi
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pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang
terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi. Sedangkan intervensi
prioritas sesuai kondisi adalah intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu,

termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Intervensi gizi sensitif mencakup: (i) peningkatan akses pangan bergizi; (i1)
peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (iii) peningkatan
akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan (iv) peningkatan penyediaan air bersih
dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kementerian
Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum.
Program/kegiatan intervensi gizi sensitif dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi

masyarakat setempat.

2.5. Delapan Aksi Konvergensi

Konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan
secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan
rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara
konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya
untuk mencapai tujuan bersama. Konvergensi merupakan unsur dari pilar ke-3, yaitu
konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa serta peran para
pihak yang bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi

program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa serta para pihak.

Pelaksananaan aksi konvergensi penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan 8
(delapan) aksi konvergensi yakni (1) analisis situasi, (rencana kegiatan), (3) Rembuk
Stunting, (4) Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, (5) Pembinaan Kader Pembangunan
Manusia, (6) Sistim Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan (8)
Reviu Kinerja Tahunan (Gambar 2.2).
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Gambar 2.2. Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting
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Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan,
penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi
konvergensi dilakukan melalui intervensi gizi spesifik (kegiatan yang langsung mengatasi
terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan
kesehatan lingkungan) dan sensitif (upaya- upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah
gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan) dengan
sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses layanan
20 indikator penurunan stunting secara lengkap (konvergen) di lokus stunting dengan

menyelaraskan berbagai sumberdaya yang dimiliki.

2.5.1. Aksi 1: Analisis Situasi

Pelaksananaan Analisis Situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah

proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota,
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situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis Situasi dilakukan
untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitive pada
sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Hasil Analisis Situasi merupakan dasar perumusan
rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi

rumah tangga 1.000 HPK.

Analisis Situasi bertujuan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam
menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya
perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 HPK terhadap
intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Analisis Situasi diharapkan dapat memberikan
informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal: a) Memprioritaskan alokasi sumber
daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan layanan intervensi gizi
terintegrasi. b) Memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses
rumah tangga 1.000 HPK terhadap intervensi gizi terintegrasi. ¢) Meningkatkan efektivitas
sistem manajemen data dalam membuat usulan keputusan alokasi program dan lokasi focus,
d) Menentukan kegiatan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan desa dalam meningkatkan

integrasi layanan di tingkat desa.
2.5.2. Aksi 2: Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah Kabupaten/Kota dalam
merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan
kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk
meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau
satu tahun mendatang. Pemerintah kabupaten/kota selanjutnya mengintegrasikan Rencana

Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kegiatan bertujuan untuk: Menindaklanjuti rekomendasi yang
dihasilkan Analisis Situasi ke dalam: (a) Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan
cakupan intervensi gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK; dan (b) Kegiatan OPD untuk
meningkatkan intervensi gizi terintegrasi, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

berjalan dan/satu tahun mendatang, baik yang memerlukan atau tidak memerlukan anggaran.
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Selain itu Rencana Kegiatan juga bertujuan untul memberikan acuan bagi Kabupaten/Kota
untuk pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan

OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).
2.5.3. Aksi 3: Rembuk Stunting

Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah
kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan
penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan
dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota secara
bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi
dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota
dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang

kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus.

Rembuk stunting bertujuan untuk: 1) Menyampaikan hasil Analisis Situasi dan
Rancangan Rencana Kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi, 2)
Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi
penurunan stunting terintegrasi, 3) Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan

stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota.
2.5.4. Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota

Sesuai amant Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk
mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh
karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya
pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa.
Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain
itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan
pendapatan asli desa. Namun demikian, secara umum alokasi pendanaan desa yang digunakan
untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan stunting relatif masih sangat

kecil.
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6/2014 pasal 37 telah mengamanatkan kewajiban Bupati/Walikota untuk menerbitkan
peraturan terkait daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
desa. Peraturan ini akan menjadi acuan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa

terkait kewenangan tersebut sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari diterbitkannya peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa
dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi adalah untuk memberikan
kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Peraturan Bupati/Walikota terkait kewenangan desa dapat menjadi dasar untuk: 1)
Menetapkan kewenangan desa dalam mendukung intervensi gizi terintegrasi dalam
pencegahan dan penurunan stunting, 2) Meningkatkan alokasi penggunaan APBDes terutama
penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang dapat mendukung pencegahan dan penurunan
stunting, 3) Menyediakan, memobilisasi, melatih, dan mendanai kegiatan Kader
Pembangunan Manusia (KPM) agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi gizi
terintegrasi dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa, 4) Meningkatkan
kuantitas dan kualitas penyediaan layanan pencegahan dan penurunan stunting termasuk
pelaksaanaan kegiatan perubahan perilaku dan konseling individual/pribadi, 5) Memastikan
perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di
tingkat desa, dan 6) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan layanan

penurunan stunting.
2.5.5. Aksi 5: Pembinaan Kader Pembangunan

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih
melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat
desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya
manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan
dan penurunan stunting di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader

Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang ada di desa. Bupati/Walikota mendelegasikan
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kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa.

Tujuan pembinaan KPM adalah untuk memastikan mobilisasi KPM di seluruh desa di
kabupaten/kota berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat optimal sesuai dengan tugas dan
perannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota agar pembinaan
KPM berjalan baik meliputi: a) Penentuan tugas KPM dalam pelaksanaan integrasi
pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa, b) Pengidentifikasian ketersediaan
sumber daya dan operasional pembiayaan KPM, c¢) Pengembangan sistem insentif berbasis
peningkatan kinerja KPM, d) Pensinergian kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait

upaya pencegahan dan penurunan stunting.
2.5.6. Aksi 6: Sistem Manajemen Data

Sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting adalah tatanan
pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan
untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolan program/ atau kegiatan pencegahan dan
penurunan stunting. Sistem manajamen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi
yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data
hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan
sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan
mendukung mekanisme yang telah berjalan di kabupaten/kota sesuai dengan alur pelaksanaan,
serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan

data.

Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi
disesuaikan dengan kegiatan di setiap tingkatan pemerintahan: 1) Di tingkat desa, data
digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses perencanaan, penentuan sasaran program,
pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja (score card), 2) Di tingkat
kecamatan, data digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa, penentuan
target desa, dan pemantauan kemajuan kegiatan, 3) Di tingkat kabupaten/kota, masing-masing

OPD yang membidangi sector yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan
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seperti dalam Analisis Situasi, Rembuk Stunting, melihat dan melakukan reviu capaian
layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan

peningkatan pelaksanaan program.

Tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data stunting adalah
untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penurunan
stunting terintegrasi. Tujuan khusus perbaikan sistem manajemen data untuk memastikan
kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: Aksi #1 (Analisis Situasi
Program Penurunan Stunting), Aksi #2 (Penyusunan Rencana Kegiatan), Aksi #7
(Pengukuran dan Publikasi Stunting) dan Aksi #8 (Reviu Kinerja). Pengelola program di
kabupaten/kota melalui Bappeda dapat menggunakan data pencegahan dan penurunan
stunting untuk keperluan advokasi ke kepala daerah dan juga memenuhi fungsi pelaporan ke
provinsi dan pusat. Tujuan aksi perbaikan sistem manajemen data bukan untuk membangun
system manajemen data baru/khusus untuk stunting tetapi untuk memperkuat sistem-sistem
yang sudah ada di OPD, guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data

tentang intervensi stunting gizi terintegrasi.
2.5.7. Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi

Pelaksananaan Pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya pemerintah
kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan
puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak bawah lima tahun serta
publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan
masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting. Tata cara pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan anak balita tetap berpedoman pada regulasi Kementerian

Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

Tujuan dari pengukuran dan publikasi stunting adalah: 1) Mengetahui status gizi anak
sesuai umur agar kabupaten/kota dapat: memantau kemajuan tumbuh kembang anak secara
berkala, mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan
partisipasi  keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan dan

perkembangan anak balita yang optimal, dan menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi
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dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku. 2) Mengukur prevalensi stunting
di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/ kota secara berkala yang dilaporkan secara
berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai bahan untuk:
meningkatkan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya,
memecahkan masalah dan memantau proses perencanaan di tingkat desa hingga kabupaten/

kota, dan advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.
2.5.8. Aksi 8: Review Kinerja Tahunan

Review Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan
penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Reviu dilakukan untuk: 1) Membandingkan
antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan
anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian, 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome, dan 3) Merumuskan tindak lanjut

perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Review kinerja tahunan bertujuan untuk: 1) Mendapatkan informasi tentang capaian
kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, 2) Mendapatkan informasi
tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting yang
telah disepakati pada Rembuk Stunting, dan 3) Mengidentifikasi pembelajaran dan
merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran
program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan

penyampaian layanan pada tahun berikutnya.
2.5. Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN
PASTI) menjadi suatu peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun
2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

Rencana aksi ini adalah sebagai upaya pemerintah pusat mengkonsolidasikan atau
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mengkonvergensikan kegiatan-kegiatan, program dan anggaran yang termasuk di dalamnya

terdapat pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan serta sektor swasta.

Rencana aksi nasional merupakan turunan dari Strategi Nasional dalam bentuk
peraturan yang dikeluarkan oleh BKKBN berupa Peraturan Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
Arahan dalam rencana akasi nasional sesuai dengan konteks daerah masing-masing karena
kondisi tiap daerah yang berbeda-beda. Rencana aksi nasional untuk diterjemahkan
dikonversi menjadi rencana di masing-masing daerah sesuai dengan karakteristik

permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah.

Terdapat 3 pendekatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tersebut, yaitu
pertama dengan pendekatan keluarga beresiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu
yaitu pencegahan lahirnya bayi stunted dan penanganan balita stunting. Kedua, melalui
pendekatan multi sektor dan multipihak yaitu menyediakan platform kerjasama antara
pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan
media). Ketiga, pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan
sensitif yang berfokus pada program inkubasi yang memperhatikan kesehatan dan kecukupan
gizi 3 bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, baduta dan balita didukung dnegan

penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bansos.

Konvergensi layanan tingkat keluarga dalam Rencana Aksi Nasional ditujukan pada
calon pengantin dengan pemberian tablet penambah darah (TTD), pendampingan kesehatan
reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah, pemeriksaan status anemia (hemoglobin,
mendapat tatalaksana kesehatan dan gizi. Bagi ibu hamil mendapatkan minimal 90 TTD,
pendampingan, ibu hamil yang kurang energi kronik (KEK) mendapat asupan gizi, ibu hamil
dengan pertumbuhan janin terhambat (PJT) mendapat tatalaksana kesehatan. Untuk ibu masa
interval atau pasca persalinan mendapatkan layanan keluarga berencana pasca melahirkan.
Kemudian balita 0-23 bulan, bagi yang berat badan di bawah 2,5kg dan tinggi badan di bawah

48 cm mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi, bayi usia 6-23 bulan mendapat Makanan
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Pendamping ASI (MP-ASI), balita 0-23 bulan dengan infeksi kronik mendapatkan tatalaksana
kesehatan, bila gizinya kurang mendapat tambahan asupan gizi, yang bergizi buruk mendapat

tata laksana gizi buruk dan seterusnya.

Sosialisasi rencana aksi ini dilakukan dalam rangka membentuk komitmen kepala
daerah dan jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan
penurunan stunting, terjalinnya koordinasi dan antara Tim percepatan Penurunan Stunting
(TPPS) pusat, TPPS provinsi dan TPPS kabupaten/kota, dan adanya pemahaman yang sama
dalam mengimplementasikan RANPASTI dalam mendukung terget intervensi spesifik dan

intervensi sensitif dalam percepatan penurunan stunting.
2.6. Kolaborasi Antar Lembaga

Pencegahan masalah stunting membutuhkan kerjasama antar sektor dan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemerintah daerah. dunia usaha, dan
masyarakat umum. Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen untuk memimpin
langsung upaya percepatan penurunan angka prevalensi anak kerdil (stunting) sehingga
penurunannya dapat terjadi secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Pencegahan stunting
menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kolaborasi dan
koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan masyarakat. Stranas
Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) menjadi dokumen acuan yang dapat
digunakan untuk memastikan koordinasi seluruh intervensi secara konvergen bagi seluruh

pemangku kepentingan dalam mendukung komitmen Pemerintah RI.

Secara epistimologi, kata kolaborasi berasal dari kata ’co-labour” yang artinya bekerja
bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai
berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam
pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam
organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya

kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna, 2008).

Kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai

tujuan bersama. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010), kolaborasi merupakan
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upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan
berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan

tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Kolaborasi merupakan upaya pengumpulan berbagai pihak dengan kepentingan
berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah,
menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk
menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak (Simatupang dan Sridharan,
2008). Sedangkan menurut Leever (2010) menyatakan bahwa kolaborasi adalah konsep yang
digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha
penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tersebut mencoba mencari
solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan. Kedua definisi tersebut,
menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan jalan keluar dari keterbatasan yang dialami oleh

individu atau organisasi bila pencapaian tujuan dilakukan secara invidual atau sendiri sendiri.

Kolaborasi menurut Schrage dalam Aggranoff dan McGuire (2003) adalah hubungan
yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menciptakan solusi dalam
kondisi keterbatasan misalnya keterbatasan informasi, waktu dan ruang. Sedangkan Grey
dalam Fendt (2010) menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses adanya kesadaran
dari berbagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan untuk
kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi. Raharja (2008)
juga mengungkapkan hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar
organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Berdasarkan
definisi tersebut dapat kita ketahu bahwa, awalnya organisasi adalah otonom, lalu ada
keterbatasan dalam mencapai tujuan. Kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut melatar

belakangi organisasi melakukan krjasama dengan organisasi atau individu lain.

Menurut Fendt (2010) ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi,
yaitu:1) Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu
seorang diri tanpa bantuan pihak lain. 2) Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan

diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri, 3) Dengan
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berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat

menjadi murah dan memiliki daya saing pasar.
2.7. Sinergi Antar Lembaga

Aksi konvergesni penanggulangan stunting merupakan aktivitas bersama antara
berbagai lembaga, baik dari pemerintahan maupun dari swasta, yang diharapkan tidak hanya
memberikan hasil sebagai akumulasi dari aktivitas masing-masing lembaga, namun
memberikan hasil yang lebih baik dari itu. Aksi konvergensi juga diharapkan memberikan
hasil yang tidak mungkin dicapai oleh masing-masing lembaga bekerja secara individual.
Oleh sebab itu aksi konvergensi tidak hanya membutuhkan kolaborasi antar lembaga, tetapi

lebih dari itu membutuhkan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam aksi tersebut.

Sinergi berasal dari bahasa Yunani “synergos” yang berarti bekerja bersama-sama.
Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu
keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Sinergi
mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang
lebih baik atau lebih besar. Pengertian sinergis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi
adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan
menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh
mereka secara individual. Dengan demikian, sinergi terjadi apabila hasil dari gabungan
misalnya dua kekuatan akan menghasilkan hasil lebih besar dari 2. Menurut (Goold dan
Campbell, 2000) dalam sebuah akuisisi diharapkan nilai perusahaan yang digabungkan
melebihi jumlah dari nilai unit yang terpisah, dalam hal inilah efek gabungan atau sinergi

muncul.

Sinergi didefinisikan oleh Gupta dan Roos (2001) sebagai interaksi dua atau lebih
sumber daya modal intelektual dari organisasi yang sebelumnya sendiri sendiri, yang
meningkatkan efek gabungan dari penciptaan nilai dan kinerja kompetitif, efek yang lebih

besar dari jumlah efek individu.
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Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita
pegang dengan tangan tapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (multiplier
effect) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara
eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang
berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu
sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan
sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya

kelompok secara keseluruhan.

Sinergi menurut Covey (1987) adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang
dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri sendiri,
selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh
sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan
yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergi
akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi

kesamaan pandang dan saling menghargai”

Menurut Corning (1995) sesungguhnya sinergi ada dimana-mana di sekitar kita
termasuk di dalam diri kita. Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai
contoh, batu dapat digunakan untuk membuat berbagai struktur seperti rumah, tembok,
jalanan, dan sebagainya. Namun demikian, tanpa adanya semen dan usaha manusia maka
batu-batu tadi hanya menjadi tumpukan batu belaka yang tidak banyak gunanya. Contoh lain,
mobil modern terdiri dari kira-kira 15.000 komponen yang dirancang secara khusus dan
dibuat dari 60 jenis bahan yang berbeda. Akan tetapi, jika sebuah rodanya dicopot maka
mobil ini menjadi tidak dapat bergerak. Dua contoh di atas menunjukkan betapa pentingnya
sinergi. Tanpa ada sinergi dengan komponen yang lain maka komponen-komponen yang ada

tidak dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar seperti yang diinginkan.

Di samping itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk
dapat bertahan hidup maka manusia harus berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain.

Hubungan antar manusia ini merupakan bentuk sinergi yang bersifat eksternal yang penting
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untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia karena tidak ada satupun manusia
yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendirian saja. Pada tingkatan organisasi
sinergi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna.

Sinergi sebagai sebuah konsep bebas-konten, artinya sinergi menunjukkan efek yang
lebih kuat atau hasil dari interaksi entitas yang berbeda atau input dari pada yang dapat
dicapai oleh entitas individual (Munro, 2005). Sinergi dapat disengaja atau direncanakan
tetapi ada kemungkinan sinergi diidentifikasi dalam retrospeksi walaupun dalam definisi
sinergi belum dikelola atau diatur. Sebagai contoh, dua proyek yang terpisah mungkin saling
bermanfaat satu dengan lainnya, tetapi dapat berinteraksi pada tingkat yang sederhana dan

menghasilkan lebih besar dari melalui dua efek.

Dalam hal ini pembahasan fokus pada sinergi yang direncanakan yang bertujuan
mempromosikan sinergi atau meningkatkan potensi pencapaiannya. Mengelola keterlibatan
untuk mempromosikan sinergi berarti berencana untuk interaktivitas antar inisiatif, artinya
interaktsi dua atau lebih kegiatan saling mempengaruhi satu dengan lainnya akan
menimbulkan isu yang memiliki control atas entitas / inisiatif yang perlu berinteraksi. Untuk
alasan ini, penting untuk membedakan berbagai jenis sinergi dan pihak-pihak yang saling
berinteraksi. Peran dan pengaruh aktor/pelakunya yang melaksanakan sinergi juga penting,
karena melalui pemilahan ini konsep sinergi dapat lebih mudah dipahami termasuk konten
operasional yang tepat, nilai dalam konteks yang berbeda, dan potensi trade-off terkait dengan

pelaksanaannya.

Beberapa jenis utama dari sinergi yang relevan dengan konteks sinergitas
kelembagaan (Harrison, 1991) adalah: sinergi organisasi, sinergi kebijakan, dan sinergi
operasional. Sinergi organisasi adalah dua organisasi yang berbeda menggabungkan aset dan
keterampilan untuk mempengaruhi satu dengan lainnya dan menghasilkan efek kelembagaan
yang signifikan bagi mereka. Banyak pembahasan dari berbagai jenis sinergi muncul dari

domain perusahaan dan berfokus pada sinergi yang mungkin terjadi ketika bisnis bergabung.
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Salah satu bidang utama sinergi yang terlihat dapat dicapai adalah melalui interaksi dari aset

modal dua atau lebih bisnis (Chatterjee, 1986).

Sinergi kebijakan adalah untuk mencapai lebih besar dari dampak yang diharapkan
dengan menggabungkan posisi kebijakan dan mempengaruhi strategi dengan cara yang
interaktif. Sinergi kebijakan dapat dilihat dalam interaksi berbagai organisasi/instansi (baik
bilateral maupun multilateral) untuk mempromosikan tujuan tingkat global atau negara atau
daerah (regional) tertentu. Sedangkan Sinergi operasional adalah menggabungkan program
atau inisiatif secara interaktif untuk mencapai efek yang lebih besar daripada kegiatan proyek

atau program per individual termasuk hasil yang mereka harapkan.

Dari uraian tersebut di atas sinergi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang
tergabung perlu memperhatikan potensi keterkaitan yang penting baik ke belakang maupun ke
depan untuk mencapai efektivitas maksimum. Artinya penekanan arah hubungan (ke depan
dan ke belakang) sinergi operasional dapat juga muncul melalui kegiatan yang dilakukan
secara bersama-sama jika mereka berinteraksi secara positif. Menurut Waco and Wery (2004)
kunci keberhasilan sinergi terletak pada perusahaan yang melakukan diversifikasi dalam hal
pembagian kerja, tanggung jawab manajemen dan pengembangan proses seluruh unit bsnis

dan daerah.

Sinergitas kelembagaan adalah pengaturan kelembagaan sosial dalam berinteraksi
sangat erat dengan lembaga-lembaga negara untuk lebih baik atau lebih buruk. Tindakan
pemerintah dapat menjadi konstruktif dan destruktif yang berkaitan dengan masyarakat sipil.
Lembaga formal struktur pemerintahan dan kebijakan publik memiliki pengaruh besar pada
kualitas hidup masyarakat dan institusi sosial informal merupakan sumber penting untuk
memajukan kepentingan mereka. Keberadaan institusi lokal sebagai faktor penting dalam
memfasilitasi pengembangan komunitas dan memberikan masyarakat kesempatan untuk

berinteraksi dan sering mewakili kepentingan umum dari orang-orang di daerah tersebut.

Kemitraan yang terstruktur dengan tepat antara asosiasi, masyarakat dan pemerintah
daerah dapat memberikan dasar untuk penguatan kelembagaan di tingkat lokal (Krishna,

2003). Dengan demikian, lembaga mencapai keseimbangan antara efisiensi dan legitimasi,
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eksperimen tingkat lokal dan adaptasi akan diperlukan. Fokusnya harus pada proses yang
membina hubungan baik pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat secara bersama-
sama. Negara dan masyarakat sebaiknya diperkuat dengan membentuk mekanisme yang
memungkinkan masing-masing pihak untuk saling memberikan kontribusi sehingga
menciptakan umpan balik positif yang dapat menyebabkan perbaikan yang signifikan dalam

pemerintahan.

Hubungan yang terjadi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat dilihat dari
bagaimana mekanisme kelembagaan yang dibangun menunjukkan titik persamaan. Titik
persamaan inilah yang memungkinkan munculnya sinergitas antar lembaga, dimana saling
terjadi kerja sama antar lembaga yang diakibatkan adanya kesepakatan bersama sebagai
aturan main untuk mencapai tujuan bersama. Sinergitas lembaga pemerintah dengan lembaga
masyarakat adalah agenda yang realistis dan sangat mungkin diwujudkan dan dapat dicapai
melalui banyak cara, antara lain melalui program yang mungkin dapat dikerjakan oleh mereka
dalam rangka memperbesar dan memperluas peran serta partisipasi masyarakat (Munawar,

2017).
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3. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dimulai setelah adanya penugasan oleh Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Naional Perwakilan Suamatera Barat pada bulan Mei 2022. Kegiatan
penelitian berlangsung selama 4 bulan dari bulan Mei sampai September 2022. Penelitian
dilakukan dengan tahapan: penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, penulisan
laporan penelitian, dan penulisan policy brief. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pasaman
Barat. Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat sebagai lokus penelitian adalah karena Kabupten
Pasaman Barat telah 4 tahun berturut-turut meraih peringkat pertama dalam penilaian kinerja

(PK) pelaksanaan aksi konvergensi.

3.2. Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi pengalaman dan best practice
kebijakan yang telah diselenggarakan oleh daerah penelitian. Data dikumpulkan berupa data
primer dan data sekunder, dilengkapi dengan review literatur. Data perimer berupa data yang
dikumpulkan langsung dengan pihak-pihak terkait yang telah ikut terlibat dalam
penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Data ini dikumpulkan
melalui wawancara terarah dengan tim pelaksana aksi konvergensi Kabupaten Pasaman Barat
yang dikoordinasi oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan data sekunder adalah
data yang telah dipublikasi oleh Kabupaten Pasaman Barat melalui website, media massa, dan
bahan presentasi dalam forum-forum rapat koodinasi baik di tingkat kabupaten, provinsi,
maupun tingkat nasional. Selain itu data juga diperoleh dari literatur baik teori stunting,

maupun teori sinergi.
3.3. Analisis Data Penelitian

Untuk mencapai tujuan pertama dilakukan analisis data dilakukan secara deskriptif
dengan menjelaskan bagaimana pelaksanaan aksi konvergensi yang dilakukan oleh Kabupaten
Pasaman Barat dan dibandingkan dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam aksi

konvergensi penanggulangan stunting. Pembandingan dilakukan dengan mengidentifikasi
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aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam penanggulangan stunting di
daerah Pasaman Barat.

Untuk mencapai tujuan kedua analisis data dilakukan secara deskriptif dengan
menguraikan dan membandingkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing
daerah berdasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam aksi konvergensi yang telah dilakukan
dalam penanggulangan stunting dengan merujuk kepada teori kolaborasi dan teori senergi
antar lembaga. Poin poin penting dalam mencapai tujuan kedua dari penelitian ini diperoleh
melalui wawancara dengan anggota tim pelaksana aksi konvergensi di Kabupaten Pasaman
Barat yang diwakili oleh anggota tim dari Bappeda dan dari Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencan Kabupaten Pasaman Barat.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera
Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan UU No.
38 Tahun 2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 Km2 atau 9,19 persen dari luas
keseluruhan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Luas ini merupakan peringkat ke-4 terluas
setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.
Kabupaten Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Empat dengan. ketinggian daerah

bervariasi dari 0 -2.913 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Pasaman Barat terletak di bagian Utara Provinsi Sumatera Barat. Secara
geografis terletak pada posisi antara 0°33” Lintang Utara sampai 0° 11’ Lintang Selatan dan
antara 9°10°- 100° 04’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang
terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas wilayah sekitar
3.887,77 Km2 dan memiliki luas lautan seluas 800,47 Km2 dengan panjang garis pantai 152
km. Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat berbatasan sebelah utara dengan
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Kabupaten
Pasaman, sebelah selatan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, dan sebelah

barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Pasaman Barat,

Secara administratif Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan 19 nagari
dan 212 jorong, dimana Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pasaman dengan luas
mencapai 508,93 Km2 (13,09%), sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan
Sasak Ranah Pasisie dengan luas 123,71 Km? (3,18%).

Secara umum topografi Kabupaten Pasaman Barat adalah datar dan sedikit
bergelombang, dan tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di
beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sungai Beremas dengan gunung tertingginya Gunung
Ranggasan 659 meter di atas permukaan laut, Ranah Batahan dengan gunung sigantang yang
tingginya mencapai 1.573 meter di atas permukaan laut, Lembah Melintang dengan puncak

tertinggi pada Gunung Kelabu yang tingginya 2.179 meter di atas permukaan laut dan
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Pasaman dengan Gunung Talamau yang tingginya 2.913 meter di atas permukaan laut.
Sebagian daerah di bagian barat Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah pantai, karena
berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kecamatan yang merupakan daerah pantai
yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie dan

Kinali. Peta administratif Kabupaten Pasaman Barat terdapat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Angka 2022

4.2. Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2021 berjumlah 436.313
jiwa, yang terdiri dari 220.999 jiwa penduduk laki—laki dan 215314 jiwa penduduk
perempuan, dengan sex ratio sebesar 102,64. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat
pada lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2. dibawah ini. mengalami
peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan penambahan rata-rata pertahun

sebanyak 8.214 jiwa, semenrtara pada tahun 2020 terjadi penurunan 12.050 jiwa ( 2,72
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persen) dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 sebanyak 4.641 jiwa (1,08 persen),
sehingga jumlah penduduk kabupaten Pasaman Barat menjadi 436.313 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu
wilayah  tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan
penduduk Kabupaten Pasaman Barat terus menurun dari 2,03 persen pada tahun 2017
menjadi 1,95 persen pada tahun 2018, pada tahun 2019 menurun menjadi 1,86 dan 1,80
persen pada tahun 2020 selanjutnya pada tahun 2021 dapat diturunkan menjadi 1,08 persen.
Upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dilakukan untuk menghindari ledakan
jumlah  penduduk, sehingga target untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan

pendapatan perkapita dapat direalisasi.

Gambar 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk dan LPP
Kabupaten Pasaman Barat 2017-2021
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Sumber Data : BPS Pasaman Barat

Persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat bervariasi, dilihat
per kecamatan jumlah penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Kinali
sepertiga lebih (34,26 persen) dari penduduk Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan
penduduk lain tersebar pada 9 kecamatan lainnya dengan penduduk paling sedikit pada

Kecamatan Sasak Ranah Pasisie (3,45 persen).
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Selama periode 2017-2021 tercatat kepadatan penduduk Kabupaten Pasaman
Barat mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen. Kepadatan Penduduk di tahun 2018
sebesar 112 jiwa/Km2, artinya dengan luas wilayah 3.877,7 Km2 setiap Km2 ditempati oleh
penduduk sebanyak 112 orang. Seiring dengan persebaran penduduk diatas, rata-rata
kepadatan penduduk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 mencapai 14,13 jiwa/km2,
kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Luhak Nan Dua 260,62 jiwa/km? dan Kecamatan
Lembah Malintang dengan kepadatan 190,53 jiwa/km?. Sedangkan kecamatan-kecamatan

lainnya tidak terlalu padat sebagaimana tertera pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2021

L}Jas Per_sentase Jumlah Persentase Kepadatan
NO Kecamatan Wilayah Wilayah Penduduk Penduduk Penduduk
(km?) (%) per km?

1. Sungai Beremas 440,48 11,33 27.965 6,41 63,49
2. Ranah Batahan 354,88 9,13 27.748 6,36 78,19
3. Koto Balingka 340,78 8,77 30.854 7,07 90,54
4. Sungai Aur 420,16 10,81 36.375 8,34 86,57
5. Lembah Malintang 263,77 6,78 49.791 11,41 188,77
6. Gunung Tuleh 453,97 11,68 24.440 5,60 53,84
7. Talamau 324,24 8,34 30.049 6,89 92,68
8. Pasaman 508,93 13,09 78.205 17,92 153,67
9. Luhak Nan Duo 174,21 4,48 44.543 10,21 255,69
10. Sasak Ranah Pasisie 123,71 3,18 15.040 3,45 121,57
11. Kinali 482,61 12,41 71.303 16,34 147,74
Pasaman Barat 3877,77 100 443.722 100,00 112,23

Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2022

Struktur umur penduduk yang digambarkan pada piramida penduduk Kabupaten
Pasaman Barat tahun 2021 berikut ini, termasuk jenis piramida ekspansif, dimana jumlah
penduduk usia 0-19 tahun sangat besar dan semakin kedasar piramida semakin melebar. Hal

ini mengindikasikan jumlah kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian dan
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pada kelompok umur tua masih kecil sehingga angka pertumbuhannya cukup tinggi

sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3 dibawabh ini.

Gambar 4.3. Piramida Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
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Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka 2022

Gambar 4.3 diatas menunjukan proporsi usia non produktif, usia muda (0-14 tahun)
sebesar 33,42 % dan usia tua (65 tahun keatas) sebesar 4,05%. Sementara proporsi penduduk
produktif usia (15-64 tahun) sebesar 64,96 %. Disamping itu, juga dapat dihitung rasio
ketergantungan (Dependency Ratio), sebagai salah satu indikator kependudukan yang
menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan
menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2021 dependency rasio Kabupaten Pasaman Barat sebesar 53,93, berarti
setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 54 orang usia non produktif. Angka
dependency ratio Kabupaten Pasaman Barat masih diatas 50, berarti Kabupaten Pasaman

Barat belum memasuki era bonus demografi. Besarnya proporsi penduduk usia muda ini
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diduga disebabkan karena upaya-upaya pengendalian jumlah penduduk selama 20 tahun
terakhir belum menunjukkan hasil, disamping itu juga terjadinya urbanisasi ke Kota,
sebagaimana tergambar pada piramida penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

diatas.
4.3. Gambaran Umum Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia dan kemajuan suatu
bangsa. Budaya berfikir kritis, ilmiah, dan inovatif hanya dapat tumbuh melalui pendidikan
yang baik. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan akan dapat
meningkatkan kualitas hidup penduduk, dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu
pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang
ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang
yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi.

dan diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja.

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata lamanya pendidikan yang telah
ditempuh oleh sekelompok orang dewasa (usia >25 tahun) di suatu wilayah. Sebagai
gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah
memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun, tamat SLTP adalah 9 tahun dan seterusnya. Angka
lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan Program Wajib Belajar 9
Tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Artinya untuk melewati target program tersebut
maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun. Rata-rata Lama Sekolah di
Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 sebesar 8,19 tahun, lebih rendah dari rata-rata lama
sekolah Provinsi Sumatera Barat 8,99 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di
Kabupaten Pasaman Barat berusia diatas 25 tahun baru bisa menikmati pendidikan rata-rata
sampai kelas 2 SLTP. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk mencapai
target Program Wajib Belajar yang dicanangkan pemerintah yaitu menyelesaikan pendidikan

dasar selama 9 tahun.

Gambaran tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun
keatas di Kabupaten Pasaman Barat terlihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut
[jazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, Tahun 2020

No ljazah Terakhir Penduduk ( %)
1 SD/MI 39,97
2 SMP/MTs 24,85
3 SMA/MA 27,18
4 Diploma 1,83
5 Sarjana 6,17

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pasaman Barat berusia 15 tahun ke atas pada
tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.diatas, sebesar 60,03 persen mempunyai
ijjazah tertinggi SLTP ke atas. Artinya hampir 40 persen penduduk Kabupaten Pasaman Barat
yang berusia 15 tahun ke atas belum mengikuti program pemerintah, yaitu mencapai paling
kurang tamat SLTP “Wajib Belajar 9 Tahun”. Pendidikan penduduk Kabupaten Pasaman
Barat paling banyak adalah lulusan SD/MI sederajat yaitu sebesar 39,97 persen, selanjutnya
lulusan SMA sederajat sebesar 27,18 persen, data ini seiring dengan rata-rata lama sekolah di

Kabupaten Pasaman Barat 9,19 tahun.

Angka partisipasi sekolah berguna untuk melihat seberapa banyak penduduk usia
sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Meningkatnya angka
partisipasi sekolah berarti menunjukan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya
yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan
pendidikan. Ukuran partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka
Partisipasi Murni (APM). APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur
daya serap penduduk usia sekolah di masing—masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka
Partisipasi Murni (APM) adalah rasio jumlah siswa pada satu kelompok umur tertentu yang

bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/sederajat
sebesar 108,46 persen, sedikit lebih rendah dari angka Provinsi Sumatera Barat yang sebesar

108,68 persen. APK Sekolah Dasar sebesar 108,46 persen mengandung makna bahwa hampir
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seluruh penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang berusia 7-12 Tahun terserap pada sekolah
tingkat dasar. Sebesar 8,46 persen anak yang berumur kurang dari usia Sekolah Dasar (12

tahun) sedang atau masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/sederajat
sebesar 98,81 persen, sedikit lebih tinggi dari angka Provinsi Sumatera Barat yang sebesar
98,80 persen.Hal ini menunjukkan sekitar 98,81 persen penduduk yang berumur 7-12 th
terserap di sekolah tingkat dasar. Selanjutnya pada tingkat pendidikan SMP /sederajat, Angka
Partisipasi Kasar tahun 2020 sebesar 94,15 persen sedangkan Angka Partisipasi Murni sebesar

81,05 persen, lebih besar dari angka provinsi.

Sementara, hal yang berbeda terjadi pada tingkat pendidikan SMA/sederajat, Angka
Partisipasi Kasar (85,11 persen), dan Angka Partisipasi Murni (64,83 persen) jauh lebih
rendah dari angka provinsi (APK mencapai 90,01 persen dan APM mencapai sebesar 68,90
persen). Angka partisipasi sekolah yang dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini juga mejelaskan
peningkatan partisipasi sekolah di semua golongan umur pada tahun 2020 dibandingkan tahun

2019.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2020

No Jenjang Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan 2019 2020 2019 2020
1 SD/MI 108,46 108,68 98,68 98,81
2 SMP/MTs 94,15 92,33 80,25 81,05
3 SMA/SMK/MA 85,11 90,01 63,94 64,83

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka, tahun 2022

Data-data tersebut menunjukkan masih rendahnya kemampuan dan kesadaran
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SLTA, dimana biaya pendidikan sudah
lebih besar karena belum tersentuh Program Wajib Belajar. Hal ini perlu jadi perhatian bagi
Pemerintah untuk mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun dan memprioritaskan bantuan

pendidikan bagi siswa yang kurang mampu terutama di daerah pedesaan. Jika dilihat secara
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keseluruhan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pada tingkat pendidikan
Sekolah Dasar lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini disebabkan
karena jenjang pendidikan SD merupakan pendidikan dasar formal pertama yang harus dilalui
oleh anak usia sekolah. Dan pemerintah juga menjamin pendidikan dasar sembilan tahun
gratis sebagai salah satu implikasi kenaikan anggaran pendidikan, dimana pendidikan dasar

gratis sudah menjadi hak warga Negara (hak konstitusional).
4.4. Gambaran Umum Kesehatan

Indikator angka harapan hidup saat lahir merupakan salah satu indikator dalam
perhitungan Indek Pemangunan Manusia, dan dapat mencerminkan derajat kesehatan
masyarakat suatu wilayah, baik sarana prasarana, akses maupun kualitas kesehatan. Data BPS
pada tahun 2021 menunjukkan, angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Pasaman Barat
adalah 67,94 tahun, angka ini menunjukkan rata-rata bayi yang lahir tahun 2021 dapat
bertahan hidup hingga usia 74,38 tahun, lebih rendah dari angka harapan hidup Provinsi

Sumatera Barat sebesar 69,59 tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4 dibawah ini. trend

Gambar 4.4.: Umur Harapan Hidup Waktu Lahir Kabupaten Pasaman Barat
Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sampai 2021
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Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2016
sampai dengan 2021 menunjukkan peningkatan sepanjang periode ini rata-rata sebesar 0,17
tahun, seiring dengan peningkatan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
Peningkatan ini menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, baik dari aspek gizi
maupun kebersihan hidup dan kecukupan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat di
daerah ini. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan
manusia dan menjadi variable yang turut menentukan tingkat produktivitas dan kecakapan

kerja bagi tenaga kerja di suatu daerah.

Angka kematian ibu (MMR) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk
kecelakaan) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Untuk
Kabupaten Pasaman Barat, jumlah kelahiran hidup per tahun dari 2017 sampai 2021 tertinggi
pada tahun 2021 jauh dibawah 100.000 kelahiran hidup yaitu sebanyak 8.477 kasus.

Kematian ibu di Kabupaten Pasaman Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun,
sebagaimana terlihat pada Gambar4.5, dimana jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2017
sampai 2021 tertinggi. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 31 kasus dengan
jumlah kelahiran hidup sebanyak 8.477 kasus, berarti setiap 273 kelahiran hidup terjadi
kematian ibu 1 orang. Sebaliknya jumlah kematian ibu terendah pada tahun 2019 yaitu
sebanyak 8 kasus dengan diatara 8.287 kelahiran hidup, atau dengan kata lain setiap 1.036
kelahiran hidup terjadi kematian ibu 1 orang. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi
penurunan yang tajam, dan sebaliknya terjadi kenaikan yang tajam juga pada tahun 2020 dan
2021. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh dampak pandemi covid 19 seperti, terkendala
dalam pemeriksaan kehamilan sehingga tidak terdeteksi jika ibu hamil mengalami komplikasi
kehamilan, punya riwayat penyakit tertentu yang dialami ibu hamil baik sebelum dan pada
saat kehamilan yang akan berakibat kepada kematian ibu, disamping itu terlambatnya

pertolongan persainan.
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Gambar 4.5 : Jumlah Kematian Ibu dan Jumah Kelahiran Hidup
Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017 sampai 2021.
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Sumber : RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026
Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan
derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap
keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi dan sangat erat kaitannya dengan status sosial
orang tua si bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal
sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini
penting untuk mengukur kesejahteraan suatu daerah dan derajat kesehatan masyarakat.
Kesehatan bayi baru lahir sangat dipengaruhi oleh keadaan tempat tinggalnya berkaitan erat
dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi keluarga, keadaan lingkungan, sistem nilai dan
adat istiadat serta akses terhadap kesehatan yang tersedia. Disamping itu juga dapat
menggambarkan kesehatan reproduksi, karena banyak masalah kesehatan anak yang dibawa

sejak anak masih dalam kandungan.

Gambar 4.6 menunjukkan kematian bayi termasuk neonatal selama lima tahun terakhir
terlihat berfluktuasi dan cendrung meningkat, angka kematian bayi tertinggi pada tahun 2019
sebesar 11,58 per seribu kelahiran hidup, dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 9,32
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per seribu kelahiran hidup dan pada tahun 2021 dapat diturunkan menjadi 11,21 per seribu
kelahiran hidup. Namun dilihat dari jumlah kasus kematian bayinya sendiri terjadi
peningkatan setiap tahun, dimana pada tahun 2017 kasus kematian bayi sebanyak 79 kasus
meningkat menjadi 95 kasus pada tahun 2021.

Gambar 4.6. Angka Kematian Bayi dan Jumah Kelahiran Hidup
Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2017 sampai 2021
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Sumber : RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026
Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah prioritas penanganan stunting
secara nasional sejak tahun 2018. Hal ini didasarkan pada tingginya prevalensi stunting pada
bayi dan balita berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 dan 2018. Dari hasil Riskesdas dan
SSGBI tahun 2019 dan SSGI tahun 2021 prevalensi balita stunting mengalami penurunan
tajam. Prevalensi stunting Kab. Pasaman Barat hasil Riskesdas 2013 sangat tinggi (51,5
persen), melebihi Sumatera Barat (39,2 persen) dan nasional (32,2 persen). Selanjutnya pada
Riskesdas 2018 terjadi penurunan tajam menjadi 35,1 persen, dan hasil SSGBI 2019 turun
menjadi 31,66 persen dan tahun 2021 turun menjadi 24,0 persen dibawah prevalensi stunting

nasiona 24,4 persen, namun masih diatas Sumatera Barat sebesar 23,3 persen (Gambar 4.7).
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Gambar 4.7: Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Pasaman
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Kabupaten/Kota hasil SSGI 2021 terlihat pada Gambar 4.8 berikut ini.

Gambar 4.8. Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota

di Sumatera Barat Tahun 2021
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Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan
otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan
keberhasilan pendidikan. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan
menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Karena itu peranan gizi terutama 1000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal.

Secara umum masalah gizi di Pasaman Barat telah mengalami perbaikan dengan
menurunnya prevalensi masalah gizi. Kondisi ini dapat dilihat gambaran prevalensi wasting
(gizi kurang dan gizi buruk) untuk 5 (lima) tahun terakhir lebih baik. Berdasarkan hasil PSG
Prevalensi balita wasting Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 sebesar 5,5% lebih rendah
dari angka Provinsi Sumatera Barat sebesar 10,1 persen. hal ini disebabkan pada tahun 2017
sampel PSG kecil, kemungkinan tidak terdeteksi balita wastingnya. Pada tahun 2018
berdasarkan Riskesdas, prevalensi balita wasting sebesar 12,61 persen lebih tinggi dari angka
Sumatera Barat sebesar 11,3 persen, sementara hasil e-PPGBM tahun 2019 dan 2020
prevalensi balita wasting Kabupaten Pasaman Barat juga lebih tinggi dari angka Provinsi
Sumatera Barat dan pada tahun 2021 hasil SSGI menunjukkan prevalensi balita wasting
Kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,3 persen, sudah lebih rendah dari angka Provinsi

Sumatera Barat sebesar 7,4 persen, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4.

Selanjutnya gambaran prevalensi underweight (berat kurang dan sangat kurang) untuk
5 (lima) tahun belakangan berfuktuasi terkait dengan sumber data yang tersedia. Pada tahun
2017 Prevalensi balita underweight Kabupaten Pasaman Barat sebesar 9,62 persen lebih
rendah dari Provinsi Sumatera Barat sebesar 17,5 persen. Sebaliknya pada tahun 2018 sampai
2020, prevalensi balita underweight Kabupaten Pasaman Barat lebih tinggi dari angka
Provinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2021 sudah memperlihatkan kemajuan dengan
prevalensi balita underweight Kabupaten Pasaman Barat sebesar 17,3 persen sudah lebih
rendah dari angka Provinsi Sumatera Barat. sebesar 18,1 persen, sebagaimana dapat dilihat

pada Tabel 4.4 berikut ini.
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Tabel .4.4 Prevalensi Wasting dan Underweight Balita Kabupaten
Pasaman Barat dan Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Pereva!enm Perevalensi underweight
Wasting

Tahun Sumber Data

Pasaman Sumatera Pasaman Sumatera

Barat Barat Barat Barat

2017 5,5 10,1 9,62 17,5 PSG
2018 12,61 11,3 22,78 18,9 Riskesdas
2019 7,3 6.0 10,3 9.4 e-PPGBM
2020 8,2 6,1 13,6 9,43 e-PPGBM
2021 6,3 7,4 17,3 18,1 SSGI

4.5. Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di Sumatera Barat

Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara
terkoordinir, terpadu, bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa
untuk mencegah stunting. Pelaksanaa intervensi dilakukan dengan mensinergikan sumber
daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target-target pencegahan stunting.
Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dimulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi meliputi 8 aksi konvergensi

Aksi konvergensi dilakukan melalui intervensi gizi terpadu, mencakup intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik meliputi 14 kegiatan dilaksanakan oleh
sektor kesehatan. Sedangkan intervensi gizi sensitif 9 kegiatan dilaksanakan secara bersinergi
oleh sektor pendidikan, PUPR, Perindustrian, Pertanian, Sosial, Balai POM, BKKBN, dan
Kemenag. Pelaksananan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting di Provinsi
Sumatera Barat sudah dimulai sejak tahun 2018 pada dua lokus nasional yaitu Kab. Pasaman
dan Kab. Pasaman Barat. Selanjutnya pada tahun 2019 bertambah 1 lokus baru, yakni Kab.
Solok, dan tahun 2020 bertambah 1 lokus lagi yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk
tahun 2021 bertambah 5 lokus baru lagi, yaitu Kab Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab.
Padang Pariaman, Kab. Agam, dan Kota Padang (Tabel 4.5).
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Tabel 4.5: Lokus Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanggulangan Stunting
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

No Kab/Kota 2018 2019 2020 2021
1 Pasaman N N N N
2 Pasaman Barat N N N N
3 Kab. Solok N N N
4  50Kota N N
5 Pesisir Selatan N
6 Sijunjung N
7 Pdg Pariaman N
8 Agam N
9 Kota Padang N

Sumber: Bappeda Sumatera Barat

Sesuai data pada RPJMN 2020-2024 belum semua Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat menjadi target pelaksanaan konvergensi stunting. Sedangkan dari data yang
ada hampir semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat angka prevalensi stunting masih
melebihi 20%, kecuali 3 kota Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok. Untuk itu
pemerintah provinsi berinisiatif mendorong seluruh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan aksi

konvergensi stunting.

Dari kabupaten kota yang mengalami prevalensi sunting tinggi di Sumatera Barat,
terdapat 4 kabupaten yang telah melaksanakan konvergensi penanggulangan stunting sejak
tahun 2019 dan 2020, yaitu Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, dan Kab. 50
Kota (Tabel 1). Dari keempat kabupaten tersebut, telah terjadi penurunan prevalensi stunting

di Kab Pasaman 5,47%, Kab. Pasaman Barat 7,66%, dan Kab. 50 Kota sebesar 1,74%.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
aksi konvergensi tersebut. Hasil evaluasi telah menetapkan Kab. Pasaman Barat sebagai
peringkat pertama diikuti Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, dan Kab. Solok. Kab. Pasaman Barat
sebagai daerah dengan kinerja peringkat pertama terjadi penurunan prevalensi stunting
sebesar 7,66% dalam 2 tahun, atau 3,83% pertahun dari 31,66% tahun 2019 menjadi 24,0%

tahun 2021. Kinerja Kab. Pasaman Barat dalam menurunkan prevalensi stunting tersebut
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perlu menjadi bahan perhatian untuk mengetahui faktor penentu sinergi dalam penurunan
angka stunting di seluruh Kab Kota yang saat ini menjadi lokus aksi konvergensi percepatan

pencegahan stunting di Sumatera Barat.
4.6. Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi di Kab Pasaman Barat

Pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten
Pasaman Barat sudah dimulai semenjak penandatanganan komitmen oleh Bupati Pasaman
Barat pada tanggal 21 November 2018 di Jakarta, dimana Kabupaten Pasaman Barat bersama
Kabupaten Pasaman dinyatakannya sebagai kabupaten yang mengalami kasus stunting
tertinggi di Sumatera Barat. Prevalensi stunting di Pasaman Barat pada saat itu menurut

Riskesda tahun 2018 adalah sebesar 35,1%.

Pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 diawali
dengan identifikasi masalah menggunakan data prevalensi stunting yang tersedia pada Balita
tahun 2014-2017. Data dianalisis dengan analisis trend dan analisis kuadran terhadap 11
kecamatan di Pasaman Barat untuk variabel variabel terkait dengan intervensi spesifik dan
variabel-variabel intervensi sensitif. Hasil analisis menunjukkan situasi kasus stunting pada
semua kecamatan di Pasaman Barat. Analisis yang sama dikembangkan selanjutnya pada
tahun-tahun 2019 sampai tahun 2021. Tahun 2019 diperkuat dengan Peraturan Bupati

Pasaman Barat No. 33 tentang Aksi Konvergensi.

Pada tahun 2021 pelaksanaan aksi konvergensi dikoordinir oleh Bappeda Kab
Pasaman Barat dengan dengan angota Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Aanak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukimaa, dan Dinas Ketahanan Pangan. Selain instansi tersebut juga dilibatkan

Kemenag, Dinas Perikanan, Dukcapil, Kominfo, dan Dinas UMKM.

Pembagian tanggungjawab pelaksnaan aksi konvergensi dibagi berdasarkan tugas
pokok. Bappeda bertanggungjawab mengkoordinir Aksi 1 (Analisis Situasi), Aksi 2
(Penyusunan Rencana Kegiatan), Aksi 3 (Rembuk Stunting), Aksi 6 (Sistem Manjemen
Data), dan Aksi 8 (Review Kinerja Tahunan). Dinas Pemberdayaan Masyarakat
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mengkoordinir Aksi 4 (Peraturan Bupati) dan Aksi 5 (Pembinaan Kader Pembangunan
Manusia). Dinas Kesehatan mengkoordinir Aksi 7 (Pengukurandan Publikasi Data Stunting).

Pelaksanaan Aksi Konvergensi tahun 2021 meliputi 11 Kecamatan, yaitu: Kec. Sungai
Beremas, Kec. Ranah Batahan, Kec. Koto Balingka, Kec. Sugai Aur, Kec. Lembah
Malintang, Kec. Gunung Tuleh, Kec. Talamau, Kec. Pasaman, Kec. Luhak Nan Dua, Kec.
Ranah Pasisie, dan Kec. Kinali. Sedangkan nagari yang menjadi lokus stuntug adalah Nagari
Sasak, Nagari Kajai, Nagari Parit, Nagari Desa Baru, Nagari Rabi Joggor, Nagari Aur
Kuning, Nagari Muaro Kiawai, Nagari Kapa, Nagari Lingkung Aur, Bagari Batahan, Nagari
Katiagan, Nagari Sungai Aur, Nagari Kinali, Nagari Air Bangis, Nagari Sinuruik, Nagari
Talu, Nagari Ujung Gading, Nagari Aia Gadang, dan Nagari Koto Baru.

4.6.1. Pelaksanaan Aksi 1: Analisis Situasi

Aksi 1 adalah analisis situasi yang dilakukan untuk memahami permasalahan dalam
integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
Indikator-indikator capaian utama yang digunakan dalam analisis situasi penanganan stunting
ada sebanyak 20 indikator (12 indikator Dinkes, 2 indikator Disdikbud, 1 indikator
DPPKBP3A, 3 indikator Dinsos, 1 indikator PUPR, 1 indikator DPKP, 1 indikator DKtP).
Indikator tersebut diturunkan pada level nagari sehingga diperoleh lokasi lokus prioritas
berdasarkan capaian indikator tersebut. Lokus yang diproleh selanjutnya ditetapkan dengan
SK Bupati sebagai sasaran prioritas. Aksi 1 dilengkapi dengan pelaksanaan Diskusi
Kelompok Terarah (FGD) pada beberapa nagari dengan berbagai topik utama antara lain
masalah air minum, sanitasi, parenting, akte kelahiran, PAUD. Beberapa data digunakan
diskusi sebagai bahan dalam mengidentifikasi permasaahan dalam analisis situasi.
Diantaranya data prevalensi menurut kecamatan di kabupaten Pasaman Barat seperti terlihat

pada Gambar 4.9.

Data pada Gambar 4.9 menggambarkan sebaran prevalensi stunting pada semua
kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil analisis menunjukkan variasi prevalensi

stunting pada kecamatan-kecamatan tersebut, dimana prevalensi stunting tertinggi terdapat
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pada Kecamatan sasak Ranah Pasisie (28,64%), diikuti kecamatan Koto Balingka (27,58%),
Gunung Tuleh (24,44%), dan Kecamatan Talamau (22, 76%).

Gambar 4.9. Data Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan di
Pasaman Barat Tahun 2021
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Sumber: Bappeda Pasaman Barat

Selanjutnya data menurut nagari dapat dilihat pada Gambar 4.10 yang
menggambarkan variasi prevalensi stunting pada 19 nagari yang ditetapkan sebagai lokus
intervensi poenanganan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Dari tabel tersebut terlihat
gambaran sebaran prevalensi stunting pada nagari lokus di Kabupaten Pasaman Barat, dimana
prevalensi stunting tertinggi terdapat pada Nagari Rabi Jonggor (28,74%), diikuti Nagari
Sasak (28,64%), Nagari Aua Kuning (27,88%), dan Parit (27,58%).
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Gambar 4.10. Data Prevalensi Stunting Menurut Nagari Lokus di
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
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Sumber: Bappeda Pasaman Barat

Data prevalensi stunting menurut kelompok umur pada nagari lokus stunting dapat
dilihat pada Gambar 4.11 yang menggambarkan variasi prevalensi stunting pada 19 nagari
yang ditetapkan untuk golonga usia 0-23 bulan dan 24-59 bulan. Variasi prevalensi stunting

antar nagari terlihat nyata pada balita berumur 24-59 bulan.
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Gambar 4.11. Data Prevalensi Stunting Menurut Kelompok Umur Pada
Nagari Lokus di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020
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Sumber: Dinas Kesehatan Pasaman Barat

Pelaksanaan aksi analisis situasi dilakukan dengan memanfaatkan data seperti tersebut
diatas dilengkapi dengan data lainnya, sehingga dapat dilahirkan perumusan masalah sebagai
dasar untuk menyusun program dan kegiatan bersama dalam rangka percepatan penurunan

stunting.

4.6.2. Pelaksanaan Aksi 2: Perencanaan Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah Kabupaten dalam
merealisasikan rekomendasi dari Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan
OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan. Aksi ini dilaksanakan
dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu penimbangan massal pada posyandu
pada setiap nagari lokus stunting, dilanjutkan dengan FGD pada setiap nagari lokus yang

membahas masalah, kendala, rekomendasi, program, kegiatan, indikator, dan target sasaran,
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lokasi, pelaksana, dan pelaksana. Program dan kegiatan ditetapkan bersama melalui Rapat

Kerja Teknis yang membahas hasil monev, FGD, dan hasil analisis situasi pada Aksi 1.

Program dan kegiatan yang dihasilkan pada Aksi 2 dibedakan menurut jens intervensi,
yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Terdapat tiga program untuk intervensi
spesisfik terdiri dari program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat,
program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan program sediaan farmasi, alat
Kesehatan, dan makanan minuman (Tabel 4.6).

Tabel 4.6. Program dan Kegiatan Penanganan Stunting Gizi Spesifik
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No Program Substansi Program Pagu validasi

1 1.02.02 Program pemenuhan Pengadaan obat, pelayanan kesehatan ibu
upaya kesehatan perorangan hamil, ibu bersalin, bayi, balita, penyakit = 62.550.390.814,00

dan upaya| kesehatan tidak menular, promosi kesehatan,
masyarakat pembiayaan jaminan kesehatan, dan
biaya operasional Puskesmas.
2 1.02.03 Program Perencanaan sumber daya manusia
peningkatan kapasitas kesehatan (SDMK) dan peningkatan mutu ~ 3.425.481.000,00
sumber daya manusia dan kompetense SDMK
kesehatan
3 1.02.04 Program sediaan  Penyediaan farmasi dan alkes
farmasi, alat kesehatan dan 208.842.000,00
makanan minuman
Jumlah 66.184.713.814,00

Sumber: Bappeda Pasaman Barat

Sedangkan untuk intervesni gizi sensitif terdiri dari 12 program, yaitu program
pemberdayaan masysrakat bidang Kesehatan, program pengelolaan bidang pendidikan,
program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pemberdayaan social,
program perlindungan dan jaminan sosial, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,

program peningkatan diversifikasi ketahana pangan, program koordinasi perencanan
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pembangunan daerah, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan

peningakatan keluarga sejahtera, dan program pencatatan sipil (Tabel 4.7).

Tabel 4.7. Program dan Kegiatan Pencegahan Stunting Gizi Sensitif
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No Program Substansi Program Pagu validasi OPD
1 [1.02.05 Program pemberdayaan  [Kemitraan, promosi kesehatan dan Gerakan Dinkes
masyarakat bidang kesehatan Hidup Bersih dan Sehat 859.141.000,00
2 [1.01.02 Program pengelolaan Pembinaan PAUD Disdik
endidikan 7.846.821.500,00
3 [L.03.03 program pengelolaan dan [Penyediaan air minum layak
pfeng?mbangan sistem penyediaan 13.385.799.400,001)1“5 PU-PR
air minum
4 [1.03.05 Program pengelolaan dan [Penyediaan sanitasi layak Dinas
engembangan sistem air limbah 7.529.294.000.00Perkim
5 [1.06.02 Program pemberdayaan  Peningkatan SDM pekerja sosial masyarakat . .
sosial 953.050.500,00 71128 Sosial
6 [1.06.05 Program perlindungan dan Pengelolaan sistem pendataan fakir miskin Dinas Sosial
jaminan sosial (sistem data PKH, BPNT. dan dst) 352.090.000,00"° 13° 2014
7 [2.13.05 Program pemberdayaan  Koordinasi pelaksanaan konvergensi di nagari
lembaga kemasyarakatan, lembaga |(fungsi koordinasi oleh DPMN) 254999350 m]DPMN
adat dan masyarakat hukum adat ’
8 |2.09.03 Program peningkatan Penganekaragaman konsumsi pangan
diversifikasi dan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal dan 389.999.950.00Disketapan
masyarakat enanganan daerah rawan pangan
9 [5.01.03 Program koordinasi dan  |Koordinasi pelaksanaan konvergensi
sinkronisasi perencanaan (fungsi koordinasi) 99.790.000,00Bappeda
embangunan daerah
10 |2.14.03 Program pembinaan Advokasi KIE, pengendalian penduduk,
keluarga berencana (kb) pemberdayaan Kampung KB untuk 2.322.525.060,00DPPKBP3A

enanganan stunting
11 2.14.04 Program pemberdayaan  |Pembinaan Bina Keluarga Balita

dan peningkatan keluarga 531.891.500.00DPPKBP3A
sejahtera (ks)

12 |2.12.03 Program pencatatan sipil Percepatan pemenuhan akte kelahiran 298.092.?50,00Di5dukcapi1
Jumlah Sensitif 34.823.495.010,00
Total Spesifik + Sensitif 101.008.208.824,00

Sumber: Bappeda Pasaman Barat
4.6.3. Pelaksanaan Aksi 3: Rembug Stunting

Rembug Stunting dilaksanakan dalam upaya untuk menyampaikan dan merangkum
hasil Analisis Situasi dan Rancangan Rencana Kegiatan intervensi yang telah dilaksaanakan
dalam Aksi 1 dan Aksi 2. Pada rembug stunting dibangun komitmen bersama dan
kesepakatan untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat

sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing secara terintegrasi. Pada rembug
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stunting ditetapkan lokasi prioritas dan dukungan anggaran untuk pelaksanan aksi

konvergensi penurunan stunting.

Rembug stunting diikuti oleh semua pemangku kepentingan terkait dalam percepatan
penurunan stunting dan pemerintah pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bappeda, wakil bupati Pasbar, Sekda, anggota DPRD
Pasbar, serta beberapa kepala OPD terkait dan nagari. Rembug stunting tahun 2021 yang
dbuka oleh Wakil Bupati menyepakati lokasi, program prioritas, pelaksana, dan dukungan
anggaran penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Juga pada
rembug stunting diberikan penghargaan kepada nigari-nagari terbaik dalam percepatan
penurunan stunting. Hasil Rembug Stunting dilaporkan dalam berita acara dan penanda
tanganan kesepakatan bersama. Flyer Pelaksanaan Rebug Stunting dapat dilihat pada Gambar

4.12.

Gambar 4.12. Flyer Pelaksanaan Rembug Stunting Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2021
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4.6.4. Pelaksanaan Aksi 4: Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati
untuk menjalankan perintah aturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam
menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati merupakan payung
hukum yang akan menaungi berbagai kebijakan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup
daerah kabupaten. Untuk pelaksanaan aksi konvergensi diperlukan Perbub untuk memberikan
kepastian hukum pelaksanaan aksi konvergensi pada tingkat kabupaten. Peraturan Bupati
tentang kewenangan nagari dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi
adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi nagari

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penurunan stunting.

Sejak ditetapkannya Kabupaten Pasaman Barat sebagai lokasi stunting tahun 2018,
telah diterbitkan beberapa Peraturan Bupati, antara lain Perbub No. 33 Tahun 2019 tentang
Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat
Tahun 2019-2021, Perbup No. 34 Tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan Dan
Penanggulangan Stunting di Nagari, Perbup No. 65 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasaman Barat, dan Perbup No. 45 Tahun 2021 tentang
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di
Kabupaten Pasaman Barat (Tabel 4.8).

Tabel 4.8. Peraturan-Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang
Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting

No Nomor Perbup Tentang Tanggal

Aksi Konvergensi Program/ Kegiatan Percepatan 14 Juni

1 33 Tahun 2019 Pencegahan Stunting di Kab Pasaman Barat Tahun 2019
2019-2021;
Konvergensi Pencegahan Dan Penanggulangan .

2 34 Tahun 2019 Stunting di Nagari Kabupaten Pasaman Barat Juni 2019
Sistem Informasi Stunting Terintegrasi Kabupaten 24 Oktober

3 65 Tahun 2019 Pasaman Barat 2019
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam 21 Oktober

4 45 Tahun 2021 Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten 2021

Pasaman Barat
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Perbub No. 33 tahun 2019 mengatur kelembagaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan
kemitraan dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting. Juga diatur peranan
organisasi perangkat daerah, yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas P2KBP3A, dan Dinas Sosial, dalam penangan
stunting. Demikian juga dalam Perbub ini diatur langkah kerja dan keluaran yang diharapkan

untuk setiap aksi konvergensi.

Perbub No 34 Tahun 2019 mengatur tentang konvergensi pencegahan stunting di
tingkat nagari yang meliputi maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, pelaku, tahapan, rumah
desa sehat, pengawasan, kader pembangunan manusia, serta evaluasi dan pelaporan. Juga
diatur tentang alur kerja, penanggungjawab, dan jadwal pelaksanaan tahapan perencanaan
aksi konvergensi di tingkat nagari. Dalam peraturan ini juga diatur alur kerja kader
pembangunan manusia (KPM) mulai dari Tahap Pendataan Sasaran, Diskusi Kelompok
Terarah di Nigari, Diskusi Kelmpok Terarah Antar Nagari, Rembug Stunting Tingkat Nagari,
Advokasi Pencegahan Stunting di Nagari, Pelaksanaan Konvergensi Stunting di Nagari, dan

Pemantauan Paket Layanan Pencegahan Stunting.

Perbup No. 65 Tahun 2019 mengatur tentang sistem informasi stunting terintegrasi
(SISTER). Perbub ini mengatur manajemen sistem informasi berbasis web yang meliputi
sumber data, pengolahan dan integrasi data, penyajian dan diseminasi data, pemutakhiran
data, penanggungjawab dan pendanaan, pemantauan dan tindak lanjut, partisipasi masyarakat
dan swasta, pemantauan dan tindak lanjut, Juga diatur alur kerja dan tanggungjawab semua
organisasi perangkat daerah anggota tim percepatan penanggulangan stunting dalam
penyediaan data sesuai dengan sektor masing-masing. Melalui peraturan ini dimungkinkan
semua pihak terkait dalam tim percepatan penurunan stunting untuk melengkapi dan sekaligus
mengakses data melalui data manajemen stunting (DMS) pada Sistem Informasi Stunting

Terintegrasi (SISTER).

Perbup No. 45 Tahun 2021 mengatur tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku
(SKPP) Dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat. Strategi
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Komunikasi Perubahan Perilaku adalah dokumen perencanaan komunikasi dengan
menggunakan berbagai macam saluran atau media dalam memperbaiki perilaku terutama
perilaku pada kesehatan masyarakat. Peraturan ini mengatur Analisa Situasi, Menentukan
Kelompok Sasaran, Menyusun Struktur Pesan Kunci, Mengembangkan Pendekatan
Komunikasi, Mengelola Saluran Komunikasi, Mendesain Materi Komunikasi, dan Menyusun
rencana aksi komunikasi perubahan perilaku. Rencana aksi meliputi pendekatan komunikasi,

kelompok sasaran, bentuk kegiatan, materi komunikasi, dan indikator capaian.

4.6.5. Pelaksanaan Aksi 5: Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga nagari yang dipilih untuk
membantu nagari untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di nagari. KPM yang ditetapkan

melalui dengan Keputusan masing-masing Wali Nagari (Tabel 4.9) memfasilitasi pelaksanaan

integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat nagari.

Tabel 4.9. Daftar Surat Keputusan Wali Nagari Pengangkatan

KPM Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

_ Tumlakh
Mo MNagari oo Mo SK Tanggal SK
1 Aia Bangih = 25-Mar-21
2 Ujung Gading 2 188.4/26/ WHN.UG/2021 O4-Jan-21
3 Lingkuang Aua ri 30/SE/WHN-LA/2021 O1l-Jan-Z21
4 Aua Huniang = 15/SK/HEPM /WHN-AK/1/2021 05-Jan-21
5 Aia Gadangs 3 16/SK/HKPM/ WHNAG/1 /2021 04-Jan-21
(=) Fajai 4 188.4/20  WWHNEK/ 2021 11-Jan-21
7 Talu [=] 08 /Surat Keputusan-WHNT /1 /2021 0&6-Jan-21
(=3 Sinmuruilc 7 188.45 /015 ,/WHN-Sin /2021 02Z-Jan-21
a9 [Earnali 15 188.4/3 1,/ Wn.Enl/2021 OZ2-JTan-21
10 Katiagan 2 188.45 /208 /SK/ WHN-Ktg/2021 18-Feb-21
11 Muaro Kiawai 4 12 /SE//MWHN.IME /2021 Z26-Mar-21
12 [Rabi Jonggor 3 188.47 /0S5 /M WHN-RI/SK-1 /2021 O1l-Jan-21
13 Batahan 4 B00,/19/SHK-KPM/WNE /2021 26-Feb-21
14 De=sa Barua 2 140,365,/ WHN-DEB /2021 22-Feb-21
15 [Parik F 017 SE/HPM/ WHNP/2021 04-Jan-21
16 Sungai Aua 2 188.46,/08,/ " WNSA 2021 OZ-Tan-21
17 woto Baru 2 I/ESE S/ WHN-KB /2021 37 Mei 2021
18 E;EI_E. 3 141/ 28/SEK /M MWNEK/ 2021 15-Mar-21
12 |[sa=ak 3 46 /SEK/WHN-SS/VIL/2021 F0-Tul
PasAMAN BARAT =53

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
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Kader pembangunan manusia yang sudah ditetapkan diberikan pelatihan kader nagari
dengan materi terkait pelaksanaan aksi konvergensi dan pelatihan komunikasi perubahan
perilaku. Tugas KPM sesuai dengan Peraturan Bupati adalah KPM bekerja memfasilitasi
pencegahan stunting di Nagari yang mencakup tahapan sebagai berikut: 1) Pemetaan Sosial
dan Pendataan Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK, 2) Diskusi Kelompok Terarah (FGD) di
Nagari; 3) Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Antar Nagari; 4) Rembuk Stunting di tingkat
Nagari; 5) Advokasi Pencegahan Stunting di Nagari; 6) Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan
Stunting di Nagari; dan 7) Pemantauan 5 (lima) Paket Layanan Pencegahan Stunting. Untuk
kelancaran tugas operasional KPM diberikan insentif operasional dari sumber dana baik dari

kabupaten maupun dana lain sesuai dengan kewenangan nagari.
4.6.6. Pelaksanaan Aksi 6: Sistem Manajemn Data

Sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting merupakan
tatanan pengelolaan data dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nagari untuk
mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program/kegiatan pencegahan dan penurunan
stunting. Sistem manajemen data Kabupaten Pasaman Barat diatur secara khusus dengan
Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 65 Tahun 2019. Sistem ini disebut sistem informasi
stunting terintegrasi (SISTER). Dalam Perbub tersebut diatur pengelolaan sistem informasi
berbasis web. Kegiatan pada SISTER difokuskan pada perbaikan data melalui: perbaikan
kualitas data, perbaikan integrasi data, dan perbaikan aksesibilitas data (Gambar 4.13).

Gambar 4.13. Tahapan Perbaikan Sistem Manajemen Data
di Kabupaten Pasaman Barat

.

\\-/
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Sistem manajemen data terintegrasi berusaha mengatasi berbagai permasalahan data
yang dihadapi dalam penanganan stunting, antara lain belum akuratnya sistem pengukuran
dan pencatatan data di Posyandu dan Sistem data yang bervariasi antar OPD. Belum
akuratnya sistem pengukuran disebabkan kualitas SDM Posyandu, ketersediaan peralatan, dan
pembinaan dan pengawasan yang belum optimal. Sedangkan variasi data antar OPD
disebabkan karena pengelolaan data yang dilakukan secara terpisah, sistem pengukuran yang

berbeda, dan variabel yang berbeda-beda sesuai sektor masing-masing.

Beberapa data yang tersedia pada OPD antara lain data e-PPGBM, PIS-PK, e-Cohort,
Profil, DTKS, BPNT, PKH, DAPODIK PAUD, Adminduk, dan JKN. Setiap jenis data
mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik dari segi variabel maupun dari keakuratan data.
Bila data tersebut dipadukan, akan diperoleh data yang lengkap, yang dapat mengatasi
berbagai kekurangan pada masing-masing data. Keterpaduan (integrasi) data sangat
dibutuhkan untuk intervensi baik spesifik maupun sensitif. Sistem perbaikan data dilakukan
dengan Monev Terpadu Perbaikan Data Stunting (Madu Pedas), Focus Group Discussion
Lintas Sektor (FGD Linsek), dan Sistem Informasi Stunting Terintegrasi (SISTER).

4.6.7. Pelaksanaan Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi

Pelaksananaan Pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya untuk memperoleh
data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil
pengukuran tinggi badan anak bawah lima tahun serta publikasi angka stunting digunakan
untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan
dan penurunan stunting. Pengukuran dan publikasi data di Kabupaten Pasaman Barat
dilakukan pada posyandu masing-masing nagari lokus penanganan stunting. Hasil Data yang
ditampilkan adalah hasil olah data aplikasi e-PPGBM kegiatan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita. Hasil Pengukuran Posyandu disajikan menurut nagari lokus stunting
yang meliputi jumlah balita sangat pendek, pendek, normal, tinggi, jumlah stunting, dan
persen stunting tiap nagari (Tabel 4.10). Data rinci balita stunting by name by address tiap

nagari digunakan untuk intervensi stunting baik spesifik maupun sensitif.
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Tabel 4.10. Hasil Pengukuran Stunting Tiap Nagari Lokus Stunting
Kabuapetn Pasaman Barat Bulan Agustus 2021

NO NAGARI :::5:; pPendek Normal  Tinggi Jumlah  Stunting % Stunting
1  SASAK 104 243 706 g 1061 347 32.7
2 KAJAI 115 232 722 7 1076 347 32.2
3 PARIT 179 620 1993 11 2803 799 28.5
4 DESABARU a7 141 476 3 667 188 28.2
5  RABIJONGGOR 56 215 741 3 1015 271 26.7
6 AUA KUNING 120 233 1164 40 1557 353 22.7
7 MUARD KIAWAI 34 192 798 1 1025 226 22.0
8  KAPA 57 170 848 8 1083 227 21.0
9 LINGKUANG AUA 176 269 1749 33 2227 445 20.0
10 BATAHAN 118 194 1282 25 1619 312 19.3
11  KATIAGAN 9 44 262 7 322 53 16.5
12 SUNGAI AUR 41 406 2409 2 2858 447 15.6
13 KINALI 212 561 4305 79 5157 773 15.0
14 AR BANGIS 57 276 1980 2 2315 333 14.4
15  SINURUIK 28 54 485 14 581 82 14.1
16 TALU 18 49 461 7 535 67 12.5
17 UJUNG GADING 81 409 3495 11 3996 430 12.3
18 AIA GADANG 26 113 1036 7 1182 139 11.8
19 KOTO BARU 58 186 2022 6 2272 244 10.7

JUMLAH 1536 4607 26934 274 33351 6143 18.4

Sumber: Bappeda Pasaman Barat
4.6.8. Pelaksanaan Aksi 8: Riview Kinerja

Review Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten
Pasaman Barat terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan
penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Review dilakukan untuk: 1) Membandingkan
antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan
anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian, 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome, dan 3) Merumuskan tindak lanjut

perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Riview kinerja tahunan untuk pelaksanaan aksi konvergensi di Pasaman Barat

dilaksanakan melalui Rapat Kerja Teknis (Rakertek) pada setiap akhir tahun. Dalam raker
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tersebut dievaluasi semua aksi konvergensi yang sudah terlaksana dan dinilai apakah kualitas
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan hasil yang diperoleh sesuai dengan
harapan. Permsalahan dievaluasi dan diidentifikasi penyebabnya dan dilahirkan rekomendasi
untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. Hasil penilaian tiap indikator diberi
tanda hijau, kuning dan merah. Hasil evaluasi kinerja terhadap perubahan prevalensi stunting

dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap balita pada bulan penimbangan (Gambar 4.14).

Gambar 4.14. Prevalensi Stunting Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2021

PrevalensiStunting Balita Kabupaten Menurut Survey Status Gizi Indonesia
Pasaman Barat (S5GI) va_ﬁg dilakukan oleh
;: | \ Kementerian Kesehatan RI Tahun
- I 28,4 w___‘ 2021
: e @ )
sumber: EM — — Prevalensi Stunting,
Kab.Pasaman Barat
19.00 Tahun 2021= 2400,
1500 Turun dari 31,66
’ persen menurut SSGI
17,00 Tahun 2019
16,00 16,31 (I |
! A
15,00
Feb'21 Agus'21 Feb'22
Prevalensi Stunting Pasaman Barat Tahun 2021-2022
Sumber: e-PPGBM BAPPEDA, 2022

Sumber: Bappeda Pasaman Barat
4.7. Faktor Penentu Sinergi Antar Lembaga di Kabupaten Pasaman Barat.

Sinergi adalah melakukan kegiatan atau operasi gabungan yang ditandai dengan
kinerja keseluruhan lebih besar dari penjumlahan kinerja bagian. Dalam pengertian ini sinergi
adalah suatu kondisi kerjasama antar lembaga yang menghasilkan kinerja melebihi
penjumlahan kinerja masing-masing lembaga. Prasyarat untuk mewujudkan sinergi adalah
adanya komitmen dan komunikasi yang terbuka antar lembaga untuk bekerjasama dalam

mencapai tujuan bersama.
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Sinergi tidak lain adalah bagaimana membangun hubungan kerjasama yang produktif
antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Pengalaman Kabupaten
Pasaman Barat dalam mewujudkan sinergi antar lembaga tidak lepas dari prinsip-prinsip
tersebut. Beberapa faktor penentu keberhasilan dalam membangun sinergi antar Lembaga di
Pasaman Barat adalah: adanya komitmen Bupati, adanya komitmen organisasi perangkat
daerah sebagai pemangku kepentingan, adanya konunikasi yang intensif, ketersediaan

regulasi, dan kelengkapan dan keterpaduan data.
1) Komitmen Bupati

Bupati bersama Wakil Bupati adalah motor penggerak utama dalam membangun
sinergi antar lembaga. Bupati Pasaman Barat sebagai pimpinan telah memulai komitmennya
dengan penandatangan dokumen komitmen di hadapan Sekretaris Eksekutif TNP2K pada
tanggal 18 November 2018. Komitmen tersebut segera ditindaklanjuti dengan berbagai
aktivitas dalam bentuk rapat koordinasi, pembentukan tim, diskusi terarah, perencanaan
program/kegiatan, penyusunan regulasi, pemantauan, dan evaluasi berkala. Komitmen Bupati
diriingi dengan pengawasan yang intensif dalam setiap aspek pelaksanaan aksi konvergensi

secara konsisten.
2) Komitmen Pemangku Kepentingan

Komitmen pemangku kepentingan merupakan komponen penting dalam aksi
konvergensi percepatan penurunan stunting. Tanpa komitmen lembaga-lembaga yang terkait,
tidak mungkin aksi konvergensi terlaksana. Keberadaan para pemangku kepentingan baik
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah, pemerintahan nagari
dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan. Pemkab Pasaman Barat
menggerakkan semua komponen tersebut dengan insentif yang dianggarkan pada APBD
Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini dukungan dari lembaga legislatif sangat
menentukan keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi tersebut. Komitmen OPD diiringi
dengan konsisten antara kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan pelaksanaan tugas di

lapangan.
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3) Komunikasi Intensif

Komunikasi merupakan instrument ampuh untuk mempertemukan gagasan, inovasi,
dan pemikiran semua pihak dalam menyatukan gerak langkah untuk melaksanakan
program/kegiatan. Tanpa komunikasi yang intensif, tidak mungkin terwujud kolaborasi dan
integrasi antar semua pihak. Pemkab Pasaman memanfaatkan pertemuan formal dalam bentuk
rembuk stunting dan pertemuan informal dalam bentuk grup pada media sosial untuk

membahas berbagai masalah yang ditemui dalam kegiatan di lapangan.
4) Ketersediaan Regulasi

Regulasi adalah payung hukum yang mengatur berbagai aspek tentang pelaksanaan
komitmen bersama yang telah disepakati. Untuk itu Pemkab Pasaman Barat telah
mengeluarkan Perbup No. 33 Tahun 2019 tentang Aksi Konvergensi Program/ Kegiatan
Percepatan Pencegahan Stunting di tingkat kabupaten, Perbub No. 34 Tahun 2019 tentang
Aksi Percepatan Pencegahan Stunting di tingkat nigari, dan Pergub No. 65 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Stunting Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya diikuti oleh

Perbup No. 45 tahun 2021 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.
5) Kelengkapan Data

Data merupakan unsur utama dalam menganalisis situasi untuk penyusun
program/kegiatan percepatan pencegahan stunting. Data harus menjadi milik bersama semua
lembaga yang terlibat. Oleh sebab itu data sektoral harus terintegrasi menjadi data bersama
sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengakses dan memanfaatkan data tersebut.
Pemkab Pasaman Barat telah mensiasati manajemen data terpadu dengan perbaikan kualitas,
aksesibilitas, dan integrasi data melalui: Monev Terpadu Perbaikan Data Stunting (Madu
Pedas), Focus Group Discussion Lintas Sektor (FGD Linsek), dan Sistem Informasi Stunting

Terintegrasi (Sister).

67



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan aksi konvergensi sesuai dengan stategi nasional
penanggulangan stunting tahun 2020-2024 dan pedoman pelaksanaan yang telah
ditetapkan oleh Bappenas meliputi kedelapan aksi konvergensi penaggulangan stunting,
dimulai dari Analisis Situasi, penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan Rembuk
Stunting, penyusunan Peraturan Bupati dan Wali Nagari, pembinaan Kader Pembangunan
Manusia, perbaikan Sistem Manajemen Data, pelaksanaan Pengukuran dan Publikasi Data

Stunting, dan pelaksanaan Review Kinerja Tahunan.

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan 8 aksi
konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat adalah: 1) Komitmen
Bupati untuk segera menanggulangi masalah stunting, 2) Komitmen pemangku
kepentingan dalam penanggulangan stunting, 3) Komunikasi yang intensif antar
pemangku kepentingan, 4) Regulasi berupa Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan

Aksi Konvergensi, dan 5) Kelengkapan dan keterpaduan data.

5.2 Saran

Bersasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut:

. Penguatan komitmen Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah agar dilakukan melalui

peningkatan fokus kegiatan pada penanggulangan stunting dengan meningkatkan alokasi

anggaran untuk kegiatan tersebut

Peningkatan komunikasi dan perubahan perilaku melalui publikasi internal dan eksternal
yang lebih intensif baik diantara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi

konvergensi maupun dengan masyarakat.

68



10

11

12.

13.

14.

15.

16.

6. DAFTAR PUSTAKA

. Agranoff, Robert & Michael McGuire, 2003, Collaborative Public Management:

NewsStrategies for Local Governments. Georgetown University Press, Washington, D.C.

. Aryastami, N.K. dan I. Tarigan. 2017. Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah

Gizi Stunting di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 45(4), Des. 2017.

. Bappenas. 2018. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di

Kabupaten Kota. Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta.

. Bappenas. 2019. Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting

Terintegrasi Di Kabupaten Kota. Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta.

. Bappenas. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,

Bappenas, Jakarta.

. Butler, J. 2020. Five Components to Team Synergy. https://www.dentaltown.com/maga-

zine/article/5580/five-components-to-team-synergy

. Corning, P.A. 2007. Synergy and self-organization in the evolution of complex systems.

Systems Research 12(2). DOI: 10.1002/sres.3850120204.

. Covey, S. R. 1997. 7 Habits of Highly Effective People, Restoring the Character Ethic.

Simon & Sschuster, London.

. Deardorff, D.S., & Williams, G. (2006). Synergy Leadership in Quantum Organizations.

Fesserdorff Consultants.

. Fendt, T. C. 2010. Introducting Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence

from Manufacturing Industries. Berlin: Univ. der Technischen Universitat Berlin.

. Goold, M. and Campbell, A. (2000), “Taking stock of synergy-a framework for assessing

linkages between businesses”, Long Range Planning, Vol. 33(1).

Gupta, O. & Roos, G. (2001). Mergers and acquisitions through an intellectual capital
perspective. Journal of Intellectual Capital, Vol 2(3).

Harley, James & Blismas, Nick, 2010, An Anatomy of Collaboratuon Within the Online
Environment, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), e-Research Collaboration: Theory,
Techniques and Challengers, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.

Harrison, D., Holmen, E. and Pedersen, A.C. (2010), “How Companies Strategise
Deliberately in Networks Using Strategic Initiatives”, Industrial Marketing Management,
Vol. 39 No. 6.

Hendri, J. 2021. Integrasi Data Program Prioritas Sebagai Dasar Penyusunan Perencanaan
Program Percepatan Penurunan Stunting. Makalah pada Rakornis Percepatan Penurunan
Stunting, Jakarta.

Iswandi, M. 2022. Strategi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Makalah pada
Rakor Stunting. Bappeda Sumbar, Padang.

69


https://www.dentaltown.com/maga-zine/article/5580/five-components-to-team-synergy
https://www.dentaltown.com/maga-zine/article/5580/five-components-to-team-synergy

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Izwardi, D. 2020. Studi Status Gizi Balita Terintegrasi Susenas 2019. Makalah pada
Rakerkesnas 2020. Kemenkes RI Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. 2021. Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi
Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi
Konvergensi Penurunan Stunting. Kementeria Dalam Negeri, Jakarta.

Kementerian Kesehatan. 2021. Buku Satu Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)
Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupate/Kota Tahun 2021. Kementerian Kesehatan,
Jakarta.

Khaerani. 2020. Situasi Stunting di Indonesia. Jendela Data dan Informasi Kesehatan
Semester II Tahun 2020. Kemenkes RI, Jakarta.

Krishna, A. 2003. Partnerships Between Local Governments and Community-Based
Organisations: Exploring The Scope for Synergy. Public Administration and Development
23. John Wiley & Sons, New York.

Martin, J. 2021. Beyond the buzzword: how to build team synergy. https://asana.com/
resources/what-is-synergy

Munawar, N. 2014. Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Semarang. Disertasi. Universitas Diponegoro,
Semarang.

Raharja, S. Jaja. 2008. Model kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Citarum, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Depok: Universitas
Indonesia

TNP2K. 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting).
Sekretariat Wapres RI, Jakarta.

TNP2K. 2018. Panduan Konvergensi Program Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting.
Buku Pegangan Resmi Organisasi Perangkat Daerah. Sekretariat Wapres RI, Jakarta.

TNP2K. 2019. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode
2018-2024. Sekretariat Wapres RI, Jakarta.

Setwapres dan Kemenko PMK. 2019. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak
Kerdil (Stunting) 2018-2024. Sekretariat Wapres RI, Jakarta.

Simatupang, T and Sridharan. 2008. Design for Supply Chain Collaboration. Business
Process Management Journal, Vol. 14 No. 3.

Wanna, J. 2008. Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes,
dalam O “Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public
policy in Australia. Australian National University E Press, Canberra.

Yuswandi, A. 2022. Strategi Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi
Sumatera Barat. Makalah pada Rakor Stunting. Diskes Sumbar, Padang.

70


https://asana.com/%20resources/what-is-synergy
https://asana.com/%20resources/what-is-synergy

LAMPIRAN

71



Lampiran 1: Prevalensi Stunting di Sumatera Barat Tahun 20018-2021

No Kabupaten/Kota Riskesdas 2018 SSGBI 2019 SSGI 2021
1 | Kep Mentawai 32,4 43,30 27,3
2 Pesisir Selatan 26,5 30,56 25,2
3 | Kab Solok 41,5 35,45 40,1
4 | Sijunjung 35,0 30,62 30,1
> | Tanah Datar 26,3 23,31 21,5
6 Padang Pariaman 26,1 21,29 28,3
7 | Agam 30,0 26,64 19,1
8 | 50 Kota 40,1 29,94 28,2
9 | pasaman 40,6 35,67 30,2
10 | Solok Selatan 27,7 34,99 24,5
11 | pharmasraya 30,3 26,37 19,5
12 | pasaman Barat 35,1 31,66 24,0
13 | padang 22,4 20,92 18,9
14 | solok 23,6 20,73 18,5
15 | sawahlunto 20,6 23,43 21,1
16 | padang Panjang 27,2 13,55 20,0
17 | Bukittinggi 17,2 23,46 19,0
18 | payakumbuh 19,2 22,30 20,0
19 | pariaman 17,8 20,78 20,3

Sumbar 29,9 27,47 23,3
Nasional 30,8 27,67 24,4

Sumber: Dinas Kesehatan Sumatera Barat
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Lampiran 2: SK Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Tahun 2020
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srumsieg tamzrbagros di Surenesne Beret, parba dilaloalnn
Fanilesem  Eicamn Upmm Pazourunmaoe Stamkmg
Tarrsmiresi;

bok=m bardarerioe kosil pemilninn Tim Familoien Kmarja
Akxni Eosrremgemzi Penunscem Stoctng  Termosgmmesi
Provinsi Bumsdiwrn Boro: Takuo 2020 parlu détwbeploms
rocghemy doo koosfon mosiog-maocmy Eobuwpobten, loboos
Priomitor Boucsizg Hosicnal;

bak=m bardozorino= partmbongan ssbage=mona
dizzederund dolem hured o dos kasad b, parla mamsteplkon
Eiraro A=t mehm?mnm
Tarictwgrosi Previns Sumatsrs Baras Toknem 2030;

Undemg-Tfndorg Homer 61 @ Tehwus 1958
Uedong-Undeng Dorarot Homar 19 Toku=
1957 tecinng Pembsotolor Dosrab-Doscok Swsmbenosn
Tinglkn: [ Bumagtern Borot, Jombi don Rioa ssboged
Undoarg (lamboson Hegoon Rapukll mdocaszia
Teduae 1958 Homeor 113, Temkshon Lemiporen Hagera
Fapukll docesia Homar 1ELE|;

Undenmg-Undorg Homocr 36 Tohas M9  textong
Eassboinn |Laonrerem Hugers Fapablklk: [mdocasio Tokan
Eﬂ'ﬂ'ﬂ'ﬂm 114, Tm'bu.hm'_ Lamlmran Hageors Rapukllk
Indommein Homer S0E3):;

Undemy-Undarg Homer I3 Tohuas 3014 testeny
Pezanztchon Doamnk  [Lamboron  Heggoen  Repuablh
ndommsin Tokun 2014 Homer 344, Taxmbakom Lasmbkomm=n
Hagero Fapablk [mdocsszin Homor I44|, csbagesmona
taloh divbakh eslbsrops b, terekbdr decgon Undocg-
Undemy Homor 9 Tehue 3015 temteny Peasubohor KEsdun
Aoz Undong-Ucdeng Homer 13 Tokun 2014 texinng
Pemanzichon Doamolh  [Lasboroe Hagomm  Repukblide
Indemenin Talu=n 3015 Nemor S8, Tombokber Lasmbomm=

73



Hagern Fapukllk Indenssio Nemar SETS);

4. F-.-n.rl.n':m. Pumariciol Hoemer 12 Tokmun Z017 tesbesg
Porzan=rtchnn Dicamnlh  [Laxmboroe Hq’,u.ru. Fapukll:
Indensnin Takuan 3017 Hemaor 73, Tomkohoar Lasmbom=n
Hagern Fapublic [ndanasia Hemar B4 L

E. Parofuren Presidar Homor 42 Takan 2003 tesnong
Gerokar Nasional Pasibailon Parcapediosn o

E. Perotusom Prezdes Hemer 59 Tokunm 2017 tsmteny
Falal=cmons Tujuen Fasborgeenss Harksleniudnmn;

7. Paroturen Maxten Dolo= Heges Homer 833 Tahas 2007

Mumperbotlkar @ 1. Bum: Mente: Daolosm Hegesnn Nomee: 44072835 /3J
Tozggnl 1 Aped I020 parihol Chpisnalisces: Paren Frovined
dolo=n F-ln&n:m. dar Fenjowozen Fllnh:m.u.u.u .-J::i.
Tarintugres=i

2. Burn: Dirjsn Bina Pembongaren Dosrck Kesastesion
Colean Hagus Fapukllk mdommzin Nomor

440 3155 (BANGDA Tenggal 10 Aguetar 2030 paribel
F'llu]::m?iﬂlm.n.u E‘ﬂ:r“]ﬁ Eobupoamsn {Keta dolom

R FPancagohan Pacuruzor Stumtng
Tarietmgres: Takes IO20

3. Em.ﬁ.:mﬂnﬂ]"m&nlqn.ﬁlmhm

Manataplom
EESATU : Hamnl ]"ﬂ.ﬂ.ﬂ.l.:m.ﬁ.'nn]u. Al In-u'-'qg-n [rtarvem=

o tnsgol 27 Decamber 2020
A e RN

Tarszusan Zaarcpukan dapndn oh
1. Mamiar Oalen Hig-l
2. Hamiari PP Kesas Hasden Perenicanass FareSa=gonae Masionial
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HOMDR
TARNIEAL
TENTANG

EEFUTUSAN CUHERNUE BUMATERA BARAT
050 - &85 - 2020

22 DEEEMBER 2020
FEHETAFAN HASD FENILAIAN HEINERJA AESL

ECHVERGEMNAL

HTERVENSI FENUTRLUNAN

ETUNTIG TERMNTEIRAE] FROVINSI SULATERA
BARAT TASLN 2020

FANCEDNG HASIL FENILAIAN EIM=FEIA AKSI KOMERGENE] INTERVENE]
FENURELNAN STUNTING TERRTEGRAR] FROVINGL EULIATERA BARAT

TASILE 25620
|18 HAMA HABTTPATEN RANGHING HETERARNGAN
1 | EAELIPATEN PASAMAN BARKT I LOES INTEFVENSL 300.8-3030
2 | EABLIFATEN SOLOK o LOELRS INTERVENSL 2008-2020
3 | EAELIPATEN PASAMAN i | LOES INTEFRVENSL 2618-2030
4 | EABELIPATEN LIMA PULLH KOTA I LOEUE INTERVENSL 2020
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LANFIRANDT : EEFUTURAN GUEERNUR SITMATERA HARAT
HORIOE : 050 - 68E - 2025
TAMGEAL : 21 D=ESEMEER 2030
TENTANG : FENETAPAN HASD PEMILAIAN EINER.JA AESL
ECHWER=IEL INTERVENED PEIPURLIELALN
STUNTENG TERINTEGRAS] FROVINEI SULATERA
BEARAT TAHITH 2020

HEATEGIRT HARIL. PFENILAIAN KINER.IA AKS] KONVERGERSI INTERWENE]
PENUEHAN STUNTING TERNTEGREASL FROVINE] SUMATERA BARAT
TAHITH 2025

L] EATEGORI NHAMA HABUFATEN

1 INEFIRATIF EARUFATEN FASAMAN HARAT

g

EARUFATEN FASAMAN HARAT

3 INCVATIF KEAETFPATEN LIMA PULUH EOTA

/6



Lampiran 3: SK Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Tahun 2021

Menimbang

Mengingal

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

KOMOR : O50-T33-2021

TEMTANG

PEMNETAPAN HASIL PENILAIAN KIMERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LOKUS PRIORITAS DALAM PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENE] PENURUNAN STLIWTING

TAHUN 3021

GURBERNUR SUMATERA BARAT,

: A

bihwa  dalam  ranghs pembinasn dan  pengowasan
pelaksanaan aksi komvergens sebagol upaye penuaninen
sfrelirag terintegrasl oleh Pemcontah Eabupaten Lokus
Frioritas «i Sumatern Barat, perlu dilabukan penilsian
kineria terhadap Felaksanann Aksi Konvergensi Penurunan
Blunting yang telah dilalesanakan;

b. Babwss Berdssarkean hasil peniladan Tim Penilaias Kirverja

.

L 1

Prlaksanaan Aksi Konvergenai Shmbmg Provinsi Sumasena
Barat yang dietapkan dengan Eeputusan Cubsrnkic Momor
O30-485-2021, perlu ditetupian peringlest pelaksanonn alsl
Eonvorgensi  sheimp  masingmasing Kabugaren  Lokus
Friortas Stealing Nasional di Provinsi 2umatera Barnat;
habiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksod
dalam hurafl & dan husul b, peru menetapkan Kepuiusan
Gubermur tentang  Penetopan Hasil Penilaion  Kinerjn
Pemerintah Kabupaten Lakus Prioritas Dalam Pelaksanaan
Abwmi Krmurrperol Pesivimsian Snenfing Tahun 2001

Undang-Undang Mamor &1 Tahun 14958 tentang Penstapan
Undang-Undang Dararal Nemer 19 Tahun 1957 tentang
_Pembentukan Daerah-Daerah Swatanira Tingkat [ Sumatern
Barar, <Jambi dan Risu sebaged Undang-Undang [Lembaran
Hegara BEepublik Indonesia Tahun 1958 Homor 113,
Tambahan Lombaran Negara Fepublik Indeomesia Momar
Ly ;

% Undang-Undong Nomor 36 Tohun 2009 tentang Keselatan,

srhugaimuna telah diubah dengan Undang-Undang Momar
11 Tahun I03F entarg Cipta Kefa |Lembaran Negara
Republik [Indoresia Tahun 20350 Nomar 245, Tambahan
Lembaran Mepam Republik Indone=ia Nomes B573);

4. Undanpg-Undang  MNomor 23 Tahon 2014 tentang

Pemierntahan Deerah, ssbagaimana, telah diubah bebernpa
kall, terakhir dengan Undang-Undarg Momor 11 Tahun
20X} deptang Cipta Eega (Lembaran Megara BEepublik
Indanesa Tahn 2020 Nomor 245, Tambmban Lemmbarae
 Negora Republik Indonesla Nomor 8573);
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4 Pemduran Penedntah Nomor 19 Tahun 2017 sentang
Pembiraan dan Pengaensan Pemyelengpansan Femerintahan
Dmerah [Lembaran Negara Repubdk Indonesia Taknan 2017
Momies 73, Tambakhan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nooes &041)3

5. Peratusan Pemerntah Momar &3 Tahun 2018 ieotang
Pelaksanaan Tugns dan Wewenang Oubernur Sebagni Wakil
Pernerintalh Pusat [Lembaren Megara Republik Indloncsia
Tahun 2018 Momor L0%, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indomesin G224];

. Perabturan  Prosdden Nomor 5% Tahun 32007 tentang
Pelabsanean Tijuan Pemibangunan Berkelanjutan,

7. Pefaruran Menter Dalom Heper Nomor 832 Tabun 2017
tentang Kebijolkan Stratogis Pasgan dan Gizi;

Memperhatikan ;1. Surat Direkiur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam  Negerl Momor: 44071705 Bangda
tanggeal 23 Aprl 2021 peribal  Penilafan  Hinerja
Kabupaten /Kot dealam Pelaksasnaan 8 (delapan] Akes
Korvergensi Peririnan Stunting Tahun 2021;

2. Petunjuk Teknia Dérekiorat Jenderal Bina Pembangusan
Daerah  Hementerinn Dialam  Negerl tentang  Peniladan
Pemnerintnh  Provinsd  terhadap  Kinerja  Pesnerintah
Eabupaten/Kotn dalam Pelaksaraan 8 |delapan) Aksi
Konvergensi Penuruinan Stenting

MEMUTURKAN

Menetapkan ]
KESATU : Hasdl Penlledan Kinerja Pemeviftsh Kabupaten Lolous Pricsitas

datam Pelaksanaan Aksl Konvergensi Pesiurunan  Stunhng
Tahuin 2021 dengan peringkal masing-masing Kebupaten
Lokt Prioritas sefmpgairmana tercantum dalam Lamplran yang
merupakan bagian tdak terpisah darf Keputusan ini;

HEDUA . Keputusan ini mulal berlakon peda tanggal ditetapkan.

!I:I|.1:|:I:.upkn.l1 i Padang
gl Al '=t¢_|;u,¢|rr:-¢r' 2021

MATERA BARAT,

Tembusan, disynpaiken keiads T
. Menter] Dulam Fegeri Repullik Indonests
3 mamieri FER/Eepaln Tachn Porencangan Pemsanpi=an Noslonal
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LAMFMRAN : KEPUTUEAN QUBERNUR SUMATERMA BARAT

HOMOER i E0-733-2021
TANGOAL : 2USEFTEMBER 2021
FERIHAL : PEMETAPAN HASIL FEMNILALAN KINERIA

FEMERINTAH KABUPATEN LOKUZ2 FPRIOGRITAD
DALAM PELAK2ANAAN AKSl KONVERGENSI
PENURLUNAN STUNTING TAHUN 2021

HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN LOELS PRIORITAS
DALAM PELAKSANAANAKS] KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

THHUN 2031

i NG | NAMA KABUPATEN | TOTAL I PERINCHAT KETERANGAN '|
| 1. | Kabupaten B [ Pelaksanann nkai |
Pamaman Harar konvergensl 1 s/d 8 pada |
: 1 = 1 infhan 200 |
| 2. | Kabupaten Lima | 78 1] i Peluksatinnn aksl |

' | Praluh Kota | kpevergensd 1 afd B pada

R | tahun 2030
3. | Kabupaten 69 | i | Pelaksanean akai '
| Pasaman I , | koswergensl L sfd B pada :
| | il . | tabum 2020 |
"4, | Kabupaten Salok &7 o | Pelaknannan aksd

| ' o3 l | Wonvergensi 1 8/d & pacds |
|| I | | tahun 2020 !
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Lampiran 4: SK Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Tahun 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN JUBERNUE SUMATERA BARAT
ROMOR  050-547-2022

TENTANG
PENETAPAN HARIL PENILAIAN KINERA KABUPATEN, KOTA LOKUS PRIORITAS
DALAM FELAKSANAAN AKS] KONVERGENSI FENURUNAN STUNTING
DI PROYINS] SUMATERA BARAT PADA TAHUN 3021

GUHERNLUR SUMATERA BARAT,

Menimbang ! o babws  dalsen ranghka pembinaan das pengaemsan
pelakmanman aksl koowergensi sebagai upaya penurunas
atunlimg  terintegrasi oleh  Pemerisitah  Kabupaten,Koca
Lokus Pricsites 48 Provinsi Sumatern Banat, perla dilakukan
penibaion kirerja terhadap Pelakaansan Aksi Koovergens
Penilininan Shenféng yang telah dilaksanakan;

b bafiwa benissarkan hasil penilaisn Tim Fenilagan Enerja
Pelaksanaan Aksi Konvergenwi Sturting Provins Sumatera
Baral yang ditetapkan dengan Kepunssan Gubemue Nomor:
(SR TR, ey, ditetpplonn prringkak mwguﬂfm
Lokua Privritas Masional di Provins Swumsier Barst dalam
melaksanakan aksi Konwvergensi penurunen stming packs
lahun 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainsrs dimakeud
datam bhural & dan hural b, perlu menetaplkan Keputusan
fubemur tentang  Penetapan Hasil Penileian Binedas
Kobupaten/Hote Lokus Pricritas dalsm Pelaksanaan Aks|
Konvergensi Penurunan Shinnag di Provinai Sumatera Barat
pacs Tahuin 202 -

bengingai : Undarg-Undang Nomar 61 Tahun 1938 fentang Penetapan
Undang-Undarng Daraeat Meosice 19 Tabun 1957 tentang
Fembantukan Daernh-Daernh Swatanira Tingkat | Sunsaters
Barat, Jambl dan Riaw sebagai Undarg-Undung {Lembaran
Megaray  Republik  Indonesia Tabun 1958 Momor 1132,
Tambahon Lembaran Megara Beguiblik Irdemegin Nomor
1 e46];

Undang-Undang Nomer 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan
jLembaran Megara Republik Indaresia Tahun 3009 Nomar
144, Tambahan Lembaran Negora Republie Indoresia
Komor BOGA|, sebagaimana 1slah diubab dengan Undang-
Undang Momor 11 Tahun 2020 rentang Cipta Kera
jLembaran Megarn Republik Indasess Tahun 3020 Namor
243, Tambahan Lembaran Negana Republic Indarssia
Romor S5T3;

Undang-Undamg  MNomor 23 Tahon 3014 tentang
Femerinahan Dasrah (Lemb=can Negara Bepablik Inclonesis
Tahun 214 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negora
Republk Indonesla Momor GEET), sthagainsana ielah diukbab
beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undarg Nomer 11
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Memperhatilan

Ty, CusimmiEin BRpRES YU )
Wernerl Didam Megen Bapubli [ndoceam

Tahin 2020 tenrang Cipta Kerja (Lembaran Negnra Regnbiik
Indonesta Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namar 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 teritarng

Femibinaan dan Peogawasan Fenyelenggasann Pemerintahan
Duerah (Lembaran Megara Republik Indomesia Tahun 2017
Momsar 73, Tambahan Lembaran Megarn Republik Indonesia
Momar 604 1);

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubsrnur Bebagai Wakil
Persgrintah Pusarl [Lembaran Negara Republik Endoresis
Tahun 3018 Nomoe 109, Tambahag Lembaran Megarm
Republik Indanesia 6224;

- Peraturan  Presiden Nomar 59 Tahun 2017 LEntang

Pefaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Takun %007
temtang Kebijakan Strategis Pangan dan Ciizi;

o Burat  Direktur  Jenderal Bina Pembangunan  Dhaerah

Kementerian  Dalam  Negeri  Momor 440,251 1/ Bangda
nggal 12 April 2022  perihal  Penilaian Kinerja
Esbupaten /HKots  dalam  Pelaksansan 8 idelapan] Ak
Konvergensi  Penurunan  Shnding  Tahun 2023 dan
Penempatan Tenaga Ahli LOCH-ASH;

Petunjuke Teknin Direktorar Jenderal Bine Pembangunas
Dasrah  Kementerian Dalam  Negeri tentang Penilainn
Pemerintah  Provinsi  terhadap Kinerja  Pemerintah
Kabuipaten/Hola  dalam  Pelaksanaon & delapan] Aks
Kanvergenai Penurunan Stenting.

BERILITLISKAN -

Hasil Penilaian Kirerja Kabupaten/Kom Lokus Pricritas dalam
Pelaksanaan Aksi Konvergenai Penurunan Srniting 41 Provins
Sumatera Barar pada Tabun 2021, dengan peringkat maging-
masing Kabupaten/Kota  Lakus  Prioriias arbagaimana
wercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tidak
terplsah dart Keputusan ini.

i Repurusan ini mulal berlaky pade tanggal divetaphan,

Ditetaploan & Padang
peda tanggal |4 ) 2022
..... = '|.- :T‘:T'..'.- R | ....._-
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LAMFIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BUMATERA BARAT
NOMOR - 050-547.2027
TANGGAL @ 14 UL 2033
FERIHAL : PENETAPAN HASIL FENILALAN KIMER.IA
KABUPATEN/KOTA LOKUS PRIORITAS DALAM
PELARSANAAN AKS] KONVERGENSI PENURLUNAN

STUNTING Dl PROVING] SUMATERA BARAT PADA
TAHUM 3021

HABIL PENILAIAN KINERJA EAELUPATEN/KOTA LOKUS PRIOGRITAS
DALAM PELAKSANAAN AN KONVERGENS] PENURLUNAN STUNTING
DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAMUN 201

NO | KABUPATEN fEOTA Fs?{'H'RL PERINOEAT | EETERARGAN |
A | |
1. | KaBupaten HO [ | Petaksanaan 8 idelagan)
Pasaman Barat akesi konvergens stunting
| pada tahun 2021 i
2. | Kabupaten Lims T3 Ii Peloksanaan & (delapan)
| Puluh Kot aksi koovergensi sninting
Rt | | : pada tabian 2021 ]
1. | Eabupaten 73 i Pelaksanaan 8 [delapan)
Pasamsan akri lkonvergensi stunting
| perda takin 3021 =
4. | Kabupaten Agarm G5 I Pelaksanaan 8 (delapan)
akeai konvergensl stunting
E— . poada dahiun 2021
5, | Kabupat=n 3 W Pelaksanaan & [delapan)
Sljunjung aksi Bonvergensi sherkag
==k pada tahur 2021
| £ | Kabupaten Solkak Gl Wl Pelakmanaan B |[delapan)
aksd kaniergens sumiing
_— peeli bahun 2031
7. | Kabupaten Padang ol VI Pelaksanaan 8 idelapan)
Partaman akosi koawergenai stunting
' | pada tahun 2021
| 8. | Fabupaten Peaiair 54 VI Pelakeananan 8 |delapan)
Helatan | | aksi konvergensi shanting
o | ) paads tabpam 221 )
% | Kota Padang 5% | X Pelaksansan & jdelapan)
ksl konvergens sturning |
| pewdli babum 2021

82



